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ABSTRAK 

 

ANALISIS POTENSI PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH 

Studi Kasus di Pemerintahan Kabupaten Sleman Tahun 2006 – 2010 

 

Andreas Suryo Adi 

NIM : 082114001 

Universitas Sanata Dharma 

Yogyakarta 

2012 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: tingkat efektivitas masing-masing 

jenis pajak dan retribusi daerah, tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak 

dan retribusi daerah, tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak dan retribusi 

daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 

2006 – 2010, dan kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang 

dihitung dengan matriks potensi pajak dan retribusi daerah (apakah masuk dalam 

kategori prima, potensial, berkembang, atau terbelakang) di Kabupaten Sleman. 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus. Data diperoleh dengan melakukan 

wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah 

mengitung rasio efektivitas, rasio laju pertumbuhan, rasio kontribusi dan matriks 

potensi. 

Hasil penelitian menunjukkan tingkat efektivitas penerimaan masing-

masing jenis pajak dan retribusi daerah rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, 

namun ada empat jenis retribusi daerah yang tidak melebihi 100%. Tingkat 

pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah mengalami 

pertumbuhan positif, namun ada tiga jenis retribusi daerah yang mengalami 

pertumbuhan negatif. Tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak daerah 

terhadap total pajak daerah dikategorikan tidak potensial, hanya terdapat dua jenis 

pajak daerah yang dikategorikan potensial dan tingkat kontribusi masing-masing 

jenis retribusi daerah terhadap total retribusi daerah dikategorikan tidak potensial, 

hanya terdapat empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan potensial. Dilihat 

dari perhitungan matriks potensi terdapat dua jenis pajak daerah yang dikateorikan 

prima dan empat jenis retribusi daerah yang dikategorikan prima. 
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An Analysis of The Potential Local Taxes and Retributions  

A Case Study at Sleman Regency Government Year 2006 – 2010 
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Student Number : 082114001 

Sanata Dharma University 

Yogyakarta 

2012 

 

The research aimed to know: the level of effectiveness of each local tax and 

retribution, the growth rate of each local tax and retribution, the level of 

contribution of each local tax and retribution toward total local taxes and 

retributions at Sleman Regency year 2006 – 2010 and each condition of local 

taxes and retributions calculated with potential matrix (whether included in the 

prime, potential, developing or underdeveloped category) at Sleman Regency. 

The type of this research was case study. The data were taken by doing 

interview and documentation. The techniques of the data analysis were calculating 

effectiveness ratio, growth ratio, contribution ratio, and  potential matrix. 

The result of this research showed that the effectiveness level of each local 

tax and retribution revenue was more than 100%, but there were still four local 

retributions which was under 100%. The growth rate of each local tax and 

retribution was positive but there were three types of local retributions that were 

negative. The level of contributions in each tax toward local taxes were not 

potential but there were two kinds of local taxes thst were potential, and for the 

local retributions, there were four local retributions which were in potential 

category. Excluding those four, the retributions were not potential. In potential 

matrix, there are two types of local taxes and four types of local retribution in 

prime category. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak merupakan iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat 

kepada negara. Pajak ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 

pemerintahan. Sejak tahun 1999 pembagian pajak menurut wewenang 

pemungutan pajak dipisahkan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak 

daerah.  Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat (dalam hal 

ini dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak) yang digunakan untuk membiayai 

rumah tangga pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang 

dipungut oleh pemerintah daerah (dalam hal ini dilakukan oleh Dinas Pendapatan 

Daerah) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah. 

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, daerah diberi kewenangan untuk 

mengatur daerahnya sendiri. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur sumber daya 

yang dimilikinya dan mengurus sendiri rumah tangga daerahnya, baik dalam hal 

mencari pemasukan maupun alokasi pengeluarannya. 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah 

sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, memberikan 

kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. 
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Melalui otonomi ini diharapkan kabupaten dan kota akan lebih mandiri dalam 

menentukan kegiatannya, serta mengidentifikasi potensi sumber-sumber 

pendapatannya maupun dalam mengelola pembangunan di daerahnya masing-

masing. 

Ketergantungan kepada pemerintah pusat harus dapat diminimalkan, 

pendapatan asli daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar 

bagi daerah itu sendiri dan dapat memperlancar kegiatan dan pembangunan 

daerah. Dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan 

melaksanakan pembangunan daerah, maka pemerintah daerah membutuhkan 

sumber-sumber penerimaan yang harus memadai.  Sumber-sumber penerimaan 

daerah ini dapat berasal dari penerimaan yang berasal dari daerah sendiri.   

Sesuai dengan Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, untuk melaksanakan otonomi 

daerah khususnya desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber-sumber 

penerimaan daerah, yaitu : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

2. Dana Perimbangan 

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah yang 

mempunyai peranan penting dalam kegiatan pembangunan. Berdasarkan pasal 6 

Undang-Undang No 33 tahun 2004 tentang Pendapatan Asli Daerah, bahwa 

pendapatan asli daerah terdiri dari 4 sumber yaitu pajak daerah, retribusi daerah, 
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hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah.  

Sektor pajak dan retribusi daerah merupakan sektor pendapatan asli daerah 

yang diterima secara rutin. Besarnya penerimaan dari sektor pajak dan retribusi 

daerah untuk setiap daerah berbeda-beda, tergantung pada potensi dan 

pengelolaan yang dilakukan oleh daerah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan 

mampu menggali potensi-potensi pajak dan retribusi daerah dan  mengelola 

sumber-sumber keuangan daerah untuk memenuhi kebutuhan pembangunan 

daerah.  

Pajak daerah adalah iuran yang bersifat wajib yang dibayarkan oleh rakyat 

ke kas negara tanpa mendapat balas jasa secara langsung sehingga dapat 

dipaksakan, sedangkan retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau 

diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 

Penelitian ini akan menggali aspek-aspek pendapatan Pemerintah Daerah 

di Kabupaten Sleman, terlebih yang berkaitan dengan komponen yang ada di 

dalam Pendapatan Asli Daerah, yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak 

daerah dan retribusi daerah diharapkan mampu memberikan kontribusi yang besar 

bagi Kabupaten Sleman sehingga dapat memperlancar kegiatan dan pembangunan 

daerahnya. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Sleman harus dapat 

meningkatkan dan mengembangkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

secara optimal. 
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Berdasarkan uraian di atas, penulis memutuskan untuk melakukan 

penelitian tentang “Analisis Potensi Pajak dan Retribusi Daerah di Kabupaten 

Sleman Tahun 2006-2010” 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana  tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan retribusi 

daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010? 

2. Bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang 

diukur dengan tingkat pertumbuhan di Kabupaten Sleman dari tahun 

2006-2010? 

3. Bagaimana kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang 

diukur dengan tingkat kontribusinya terhadap total pajak dan retribusi 

daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010? 

4. Bagaimana kondisimasing-masing jenis pajak dan retribusi daerah yang 

dihitung dengan matriks potensi pajak/retribusi daerah?(apakah masuk 

dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang)di 

Kabupaten Sleman? 

 

C. Batasan Masalah 

1. Peneliti hanya meneliti retribusi daerah yang konsisten ada pada setiap 

tahunnya. Terdapat beberapa jenis retribusi daerah yang tidak peneliti 

sertakan dalam penelitian ini seperti retribusi ijin pramuwisata, retribusi 

pasar hewan gamping, retribusi cetak foto, retribusi air limbah, dan 

retribusi pelayanan pemakaman karena retribusi tersebut tidak konsisten 
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ada pada setiap tahunnya, jadi peneliti hanya menyertakan retribusi yang 

konsisten ada pada setiap tahunnya. 

2. Pada tahun 2006 dan 2007, Retribusi Pelayanan Kesehatan Dinkes dan 

Retribusi Pelayanan Kesehatan RSUD dijadikan satu nama menjadi 

Retribusi Pelayanan Kesehatan karena di tahun 2008-2010 retribusi 

tersebut menjadi satu yaitu Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak dan retribusi 

daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010. 

2. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006-2010. 

3. Untuk mengetahui tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak dan 

retribusi daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah di Kabupaten 

Sleman dari tahun 2006-2010. 

4. Untuk mengetahui kondisi masing-masing jenis pajak dan retribusi 

daerah yang dihitung dengan matriks potensi pajak/retribusi daerah 

(apakah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau 

terbelakang)di Kabupaten Sleman. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Pemerintah 

Kabupaten Sleman untuk meningkatkan pajak dan retribusi daerah. 
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2. Bagi Universitas Sanata Dharma 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi dan referensi 

di perpustakaan serta dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya. 

3. Bagi Penulis 

Hasil penelitian ini akan menambah wawasan dan pengetahuan saya 

terhadap pajak dan retribusi daerah. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Bab I Pendahuluan 

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 

Bab II Landasan Teori 

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah pengertian tentang 

pendapatan daerah dan sumber pendapatan daerah, pengertian 

pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian retribusi daerah, 

jenis-jenis retribusi daerah, analisis analisis efektivitas, analisis 

pertumbuhan, analisis kontribusi, dan analisis matriks potensi. 

Bab III Metode Penelitian 

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah jenis penelitian, 

tempat dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, data 

yang dicari, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 
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Bab IV Gambaran Umum Pemerintahan 

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah gambaran umum 

Kabupaten Sleman seperti sejarah singkat, keadaan geografis, 

karakteristik wilayah, keadaan penduduk, sosial, pemerintah, 

perekonomian Kabupaten Sleman. 

Bab V Analisis Data dan Pembahasan 

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah hasil penelitian 

yang dilakukan oleh penulis yang terdiri dari analisis data dan 

pembahasan untuk masing-masing permasalahan yang telah 

dirumuskan oleh penulis. 

Bab VI Penutup 

Dalam bab ini hal-hal yang akan dibahas adalah kesimpulan dari 

hasil analisis data, keterbatasan penelitian, dan saran bagi peneliti 

selanjutnya. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pendapatan Daerah 

1. Pengertian 

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang 

diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 

anggaran yang bersangkutan. Menurut Peraturan Pemerintahan Republik 

Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 

pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening 

kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan 

hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali 

oleh daerah. 

2. Sumber Pendapatan Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah dan Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, sumber-sumber 

pendapatan daerah berasal dari : 

a. Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh 

daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah. Menurut 

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
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Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah, 

pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah 

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Sumber-sumber pendapatan asli daerah terdiri dari : 

1) Pajak daerah 

2) Retribusi daerah 

3) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah 

b. Dana Perimbangan 

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah 

Daerah, dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari 

pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai 

kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 

Dana perimbangan terdiri dari : 

1) Dana bagi hasil 

2) Dana alokasi umum (DAU) 

3) Dana alokasi khusus (DAK) 

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Lain-lain pendapatan daerah yang sah mencakup : 

1) Hibah/bantuan dari pemerintah 
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2) Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan 

korban/kerusakan akibat bencana alam 

3) Dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota 

4) Dana penyesuaian 

5) Bantuan keuangan dari teknis atau dari pemerintah daerah 

lainnya. 

 

B. Pajak Daerah 

1. Pengertian 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah 

yang selanjutnya disebut pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh 

orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang 

seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. 

Menurut Siahaan (2010: 7), pajak daerah adalah ”pungutan dari 

masyarakat  oleh negara (pemerintah) berdasarkan undang-undang yang 

bersifat dapat dipaksakan  dan terutang oleh yang wajib membayarnya 

dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) 

secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran 

negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.” 
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Berdasarkan definisi pajak, ciri-ciri yang melekat pada pengertian 

pajak, yaitu : 

a. Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

b. Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kas 

pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis 

pajak yang dipungut) 

c. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontra 

prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imbalan langsung yang 

diperoleh si pembayar pajak). 

d. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan 

perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak 

dikenakan pajak. 

e. Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajak yang 

tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan 

sanksi, baik sanksi pidana maupun denda sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. 

 

2. Jenis-jenis Pajak Daerah 

Menurut Bambang (2003: 3-4), pajak daerah menurut wilayah 

pemungutannya dibagi menjadi dua, yaitu : 
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a. Pajak Provinsi 

Pajak provinsi adalah pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah tingkat provinsi. Pajak provinsi terdiri dari : 

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di atas Air 

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air 

Permukaan 

b. Pajak Kabupaten/Kota 

Pajak kabupaten/kota adalah pajak daerah yang dipungut oleh 

pemerintah daerah tingkat kabupaten/kota. Pajak kabupaten/kota 

terdiri dari : 

1) Pajak Hotel 

2) Pajak Restoran 

3) Pajak Hiburan 

4) Pajak Reklame 

5) Pajak Penerangan Jalan 

6) Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

7) Pajak Parkir 

 

3. Pajak Kabupaten/Kota 

a. Pajak Hotel 

Pajak hotel adalah pungutan daerah atas pelayanan hotel. Hotel 

adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat 
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menginap/beristirahat, memperoleh pelayanan, dan/atau fasilitas 

lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya yang 

menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama. 

Objek pajak hotel adalah setiap pelayanan yang disediakan 

dengan pembayaran di hotel. Subjek pajak hotel adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha hotel. 

Tarif pajak hotel adalah sepuluh persen. 

b. Pajak Restoran 

Pajak restoran adalah pungutan daerah atas pelayanan restoran. 

Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau minuman yang 

disediakan dengan dipungut bayaran dan tidak termasuk usaha jasa 

boga atau katering. 

Objek pajak restoran adalah setiap pelayanan yang disediakan 

restoran dengan pembayaran. Subjek pajak restoran adalah orang 

pribadi atau badan yang melakukan pembayaran kepada pengusaha 

restoran. Tarif pajak restoran adalah sepuluh persen. 

c. Pajak Hiburan 

Pajak hiburan adalah pungutan daerah atas penyelenggaraan 

hiburan. Hiburan adalah semua jenis pertunjukandan/atau keramaian 

penggunaan fasilitas untuk berolahraga, dengan nama dan bentuk 

apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan 

dipungut bayaran. 
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Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan dengan 

dipungut bayaran. Subjek pajak hiburan adalah orang pribadi atau 

badan yang menonton dan/atau menikmati hiburan. Tarif pajak 

hiburan adalah tiga puluh lima persen. 

d. Pajak Reklame 

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. 

Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut 

bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial. Dipergunakan 

untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu 

barang, jasa atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum 

kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau dapat 

dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum 

kecuali yang dilakukan oleh pemerintah. 

Objek pajak reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. 

Subjek pajak reklame adalah orang pribadi atau badan yang 

menyelenggarakan atau melakukan pesanan reklame. Tarif pajak 

reklame adalah dua puluh lima persen. 

e. Pajak Penerangan Jalan 

Pajak penerangan jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 

listrik, dengan ketentuan bahwa di wilayah daerah tersebut tersedia 

penerangan jalan, yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 

penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi 

jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh pemerintah daerah. 
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Objek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga 

listrik, baik yang berasal dari PLN maupun bukan PLN. Subjek 

pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang 

menggunakan tenaga listrik. Tarif pajak penerangan jalan adalah 

sepuluh persen. 

f. Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 

adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan dan pengelolaan 

bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.  

Objek pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian 

golongan C adalah kegiatan pengambilan bahan galian golongan C. 

Subjek pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 

adalah orang pribadi atau badan yang mengambil bahan galian 

golongan C. Tarif pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian 

golongan C adalah dua puluh persen. 

g. Pajak Parkir 

Pajak Parkir adalah pajak yang dikenakan atas 

penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan oleh orang pribadi 

atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor 

yang memungut bayaran. 
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 Objek pajak parkir adalah penyelenggaraan tempat parkir di 

luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha 

maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan 

tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan bermotor 

yang dipungut bayaran. Subjek pajak parkir adalah orang pribadi 

atau badan yang melakukan pembayaran atas tempat parkir. Tarif 

pajak parkir adalah dua puluh persen. 

 

C. Retribusi Daerah 

1. Pengertian 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi 

daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai 

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus 

disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan 

orang pribadi atau badan. 

Menurut Siahaan (2010: 5), retribusi adalah “pembayaran wajib 

dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan 

oleh negara bagi penduiduknya secara perorangan. Jasa tersebut dapat 

dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang 

menikmati balas jasa dari negara. 

Berdasarkan definisi di atas, terdapat beberapa ciri yang melekat 

pada retribusi daerah, yaitu : 
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a. Retribusi merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang-

undang dan peraturan daerah yang berkenaan. 

b. Hasil penerimaan retribusi masuk ke kas pemerintah daerah. 

c. Pihak yang membayar retribusi mendapatkan kontra prestasi (balas 

jasa) secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang 

dilakukannya. 

d. Sanksi yang dikenakan pada retribusi adalah sanksi secara ekonomis, 

yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan memperoleh jasa yang 

diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 

 

2. Jenis-jenis Retribusi Daerah 

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 

2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi 

daerah terdiri dari tiga golongan, yaitu : 

a. Retribusi Jasa Umum 

Retribusi jasa umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan 

kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau 

badan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, 

retribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 

1) Retribusi jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan 

retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu 
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2) Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam 

rangka pelaksanaan desentralisasi 

3) Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau 

badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk 

melayani kepentingan dan kemanfaatan umum 

4) Jasa tersebut layak untuk dikenakan retribusi 

5) Retribusi tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan nasional 

mengenai penyelenggaraannya 

6) Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta 

merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial 

7) Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut 

dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik. 

Jenis-jenis retribusi jasa umum berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut : 

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan 

2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan 

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 

Akte Catatan Sipil 

4) Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 

5) Retribusi Pelayanan Parkir di tepi Jalan Umum 

6) Retribusi Pelayanan Pasar 

7) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 

8) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran 
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9) Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta 

10) Retribusi Pengujian Kapal Perikanan 

b. Retribusi Jasa Usaha 

Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan 

oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena 

pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, 

retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria berikut ini : 

1) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat retribusi 

jasa umum atau perizinan tertentu 

2) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang 

seyogyanya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum 

memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai oleh 

pemerintah daerah. 

Jenis-jenis retribusi jasa usaha berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut : 

1) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 

2) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan 

3) Retribusi Tempat Pelelangan 

4) Retribusi Terminal 

5) Retribusi Tempat Khusus Parkir 

6) Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggahan/Villa 

7) Retribusi Penyedotan Kakus 
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8) Retribusi Rumah Potong Hewan 

9) Retribusi Pelayanan Pelabuhan Kapal 

10) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga 

11) Retribusi Penyeberangan di Atas Air 

12) Retribusi Pengolahan Limbah Cair 

13) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah 

c. Retribusi Perijinan Tertentu 

Retribusi Perizinan Tertentu adalah retribusi atas kegiatan 

tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada 

orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, 

pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan 

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, 

prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi 

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, 

retribusi perijinan Tertentu ditentukan berdasarkan kriteria berikut 

ini : 

1) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang 

diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. 

2) Perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi 

kepentingan umum. 

3) Biaya yang menjadi beban pemerintah dalam penyelenggaraan 

izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif 
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dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai 

dari perizinan tertentu. 

Jenis-jenis retribusi perijinan tertentu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 34 Tahun 2000 sebagai berikut : 

1) Retribusi Izin mendirikan Bangunan 

2) Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 

3) Retribusi Izin Gangguan 

4) Retribusi Izin Trayek 

 

D. Analisis Efektivitas 

Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang 

ditetapkan (Mardiasmo, 2002: 4). Secara sederhana efektivitas merupakan 

perbandingan outcome dengan output. Pengukuran efektivitas bertujuan 

untuk mengetahui suatu organisasi berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan. 

Jika organisasi tersebut sudah mencapai tujuannya, maka organisasi tersebut 

sudah berjalan secara efektif. Analisis efektivitas digunakan untuk 

mengetahui apakah pajak atau retribusi daerah sudah mencapai target atau 

tidak.  

Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing jenis pajak dan 

retribusi daerah digunakan rumus: 

 

 

 

Keterangan : 
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Realisasi : realisasi masing-masing pajak atau retribusi daerah 

Anggaran : anggaran masing-masing pajak atau retribusi daerah 

 

E. Analisis Laju Pertumbuhan 

Analisis laju pertumbuhan digunakan untuk mengetahui apakah 

penerimaan jenis pajak daerah dan retribusi daerah mengalami pertumbuhan 

positif atau negatif setiap tahunnya. 

Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak dan 

retribusi daerah digunakan rumus (Halim, 2004: 163) : 

 

Keterangan : 

 : Laju Pertumbuhan jenis Pajak dan Retribusi Daerah per tahun 

 : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerahpada tahun 

tertentu 

 : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 

sebelumnya 

 

F. Analisis Kontribusi 

Analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui kontribusi dari 

penerimaan jenis pajak atau retribusi daerah terhadap total pajak atau retribusi 

daerah. 

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing jenis pajak atau retribusi 

daerah digunakan rumus (Halim, 2004: 163) : 
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Keterangan :  

: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah 

   : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

 

G. Analisis Matriks Potensi 

Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah jenis pajak atau 

retribusi daerah tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang 

atau terbelakang. 

Kriteria pajak dan retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi empat 

kondisi, yaitu (Haning dan Radianto, 2005): 

a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial. 

b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. 

c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak 

potensial. 

d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak 

potensial. 

 

H. Review Penelitian Terdahulu 

Mulyanto pada tahun 2002 melakukan penelitian tentang potensi pajak 

dan retribusi daerah di daerah Surakarta, Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, 

Wonogiri, Sragen, dan Klate (Subosuka Wonosraten) yang terletak di 

provinsi Jawa Tengah. Dengan menggunakan collection ratio, growth model, 

proportional model, dan matrix model penelitian ini bertujuan untuk 
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menganalisis potensi pajak terhadap pendapatan asli daerah (PAD). Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak macam pajak dan retribusi 

daerah yang diterapkan di kawasan Subosuka Wonosraten. Beberapa pajak 

yang memiliki kontribusi terhadap penerimaan daerah yaitu pajak hotel dan 

restoran, pajak pertunjukan/hiburan, pajak iklan, pajak penerangan jalan 

umum, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan tanah, retribusi 

sampah, retribusi pelayanan sampah/kebersihan, retribusi parkir, retribusi 

terminal dan retribusi ijin mendirikan bangunan. 

Riyardi dkk pada tahun 2002 melakukan penelitian  di Kabupaten 

Sukoharjo. Penelitian ini berhasil menemukan potensi ekonomi pajak dan 

retribusi daerah di Kabupaten Sukoharjo. Selain itu penelitian ini juga 

menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan retribusi 

daerah yaitu jumlah penduduk dan rumah tangga, keberadaan daerah tumbuh 

cepat, perilaku organisasional dan ekonomi instansi pemungut pajak dan 

retribusi daerah. penelitian ini menggunakan enam pajak daerah dan sebelas 

retribusi daerah. pajak dan retribusi daerah tersebut dianalisis dengan 

menggunakan lima tolok ukur yaitu yield, ability to implement, equity, 

economic efficiency, dan suitability as a local source. 

Dedy Haning dan Wirawan Endro Dwi Radianto pada tahun 2005 

melakukan penelitian tentang analisis potensi pajak daerah di Kota 

Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi pajak 

daerah melalui variabel-variabel tingkat efisiensi, tingkat pertumbuhan, 

tingkat kontribusi, dan matriks potensi pajak daerah di Kota Yogyakarta. 
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Penelitian ini menggunakan enam jenis pajak daerah. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa potensi efisiensi pajak daerah Kota Yogyakarta 

mengalami penurunan yang terlihat dari tidak tercapainya target yang 

ditentukan. Potensi pertumbuhan pajak daerah Kota Yogyakarta mengalami 

peningkatan terutama untuk pajak hotel, reklame dan penerangan jalan. 

Potensi kontribusi pajak daerah Kota Yogyakarta sebagian besar mengalami 

penurunan hal ini dimungkinkan karena pos-pos penerimaan daerah lain 

selain pajak meningkat baik dalam jumlah jenis penerimaan dan jumlah 

rupiah penerimaan lainnya. Sebagian besar potensi pajak daerah Kota 

Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan positif dan berpotensi memberikan 

kontribusi kepada pendapatan daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah studi kasus, yaitu penelitian 

yang dilakukan terhadap objek tertentu dengan mengumpulkan data yang 

berkaitan dan hasil penelitian serta kesimpulan hanya berlaku pada objek 

tertentu dan dalam waktu tertentu. Dalam hal ini penulis melakukan 

penelitian di Pemerintah Kabupaten Sleman. 

 

B. Tempat dan Waktu Penelitian 

1. Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan di kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Sleman. 

2. Waktu Penelitian 

Waktu penelitian dilakukan pada 21 Februari – 21 Mei 2012 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

1. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang atau badan yang berhubungan dengan 

objek penelitian, dan dapat memberikan informasi tentang objek 

penelitian tersebut. Dalam hal ini subjek penelitian adalah Dinas 

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. 
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2. Objek Penelitian 

Objek penelitian adalah suatu hal yang menjadi pokok penelitian. 

Dalam hal ini yang menjadi objek penelitian adalah data realisasi 

penerimaan pajak dan retrtibusi daerah dan data anggaran/target 

penerimaan pajak dan retribusi daerah. 

 

D. Data yang Dicari 

Data yang dicari atau data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Gambaran umum Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sleman 

2. Data realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah Kabupaten 

Sleman tahun 2006-2010 

3. Data anggaran/target penerimaan pajak dan retribusi daerah 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah: 

1. Metode dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan data atau arsip-arsip yang berkaitan dengan masalah 

yang diteliti. 

2. Metode wawancara 

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara 

melakukan tanya jawab kepada narasumber yang berkaitan dengan 

masalah yang diteliti. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Efektivitas 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas masing-masing pajak dan 

retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi 

penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun 

tertentu dan data anggaran/target masing-masing pajak dan retribusi 

daerah pada tahun tertentu. Setelah data didapatkan, data tersebut 

dimasukkan ke dalam rumus : 

 

 

 

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke 

dalam tabel. 

Tabel 1. Contoh Tabel Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 
Jenis Pajak 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-

rata 

Keterangan 

        

        

        

Rata-rata   

 

Tabel 2. Contoh Tabel Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah 
Jenis 

Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-

rata 

Keterangan 

        

        

        

Rata-rata   

 

Kemampuan daerah dalam menjalankan tugas dikatakan 

efektif apabila rasio yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100%, 

semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan 
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daerah yang makin baik. (Halim, 2004:135) dan pemerintah daerah 

mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. (Haning dan 

Radianto, 2005: 6) 

 

2. Laju Pertumbuhan 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan masing-masing pajak dan 

retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi 

penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah pada tahun 

tertentu dan data realisasi penerimaan masing-masing pajak dan 

retribusi daerah pada tahun sebelumnya. Setelah data didapatkan, data 

tersebut dimasukkan ke dalam rumus : 

 

Keterangan : 

 : Laju Pertumbuhan jenis Pajak dan Retribusi Daerah per tahun 

 : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerahpada 

tahun tertentu 

 : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah pada 

tahun sebelumnya 

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke 

dalam tabel. 

Tabel 3. Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Pajak Daerah 
Jenis Pajak 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 
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Tabel 4. Contoh Tabel Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah 
Jenis Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 

       

       

       

 

Jika dari satu tahun ke tahun berikutnya mengalami kenaikan 

maka dapat diartikan pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi 

daerahnya positif dan dikatakan potensial. Dan jika dari satu tahun ke 

tahun berikutnya mengalami penurunan maka dapat diartikan 

pertumbuhan penerimaan pajak dan retribusi daerahnya negatif dan 

dikatakan tidak potensial. 

 

3. Kontribusi 

Untuk mengetahui kontribusi masing-masing pajak dan 

retribusi daerah yang dilakukan adalah mengambil data realisasi 

penerimaan masing-masing pajak dan retribusi daerah tahun tertentu. 

Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus : 

 

Keterangan :  

: Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah 

   : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Dalam menghitung kontribusi jenis pajak dan retribusi daerah 

peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan 

Radianto (2005) dengan cara mengambil rata-rata dari tujuh pajak 

daerah dan mengambil rata-rata dari dua puluh satu retribusi daerah 

sebagai tolok ukur. 
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Apabila jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh 

pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila 

jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka 

dikategorikan potensial.Apabila jenis retribusi daerah lebih kecil dari 

rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan tidak potensial, 

sedangkan apabila jenis retribusi daerah lebih besar dari rata-rata 

seluruh retribusi daerah maka dikategorikan potensial. 

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke 

dalam tabel. 

Tabel 5. Contoh Tabel Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total 

Pajak Daerah 
Jenis Pajak 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 

       

       

       

Rata-rata  

 

Tabel 6. Contoh Tabel Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah 
Jenis Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata 

       

       

       

Rata-rata  

 

4. Matriks Potensi 

Untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah 

tersebut masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau 

terbelakang, peneliti mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh 

Haning dan Radianto (2005). 
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Setelah data didapatkan, data tersebut dimasukkan ke dalam rumus : 

Tabel 7. Kriteria Matriks Potensi Pajak dan Retribusi Daerah 
Kontribusi 

 

Pertumbuhan 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Prima 

 

Berkembang 
 

 

 

Potensial 

 

Terbelakang 

Sumber: Haning dan Radianto, 2005 

Keterangan: 

Gx : Laju Pertumbuhan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah 

                      X : Realisasi Penerimaan Jenis Pajak dan Retribusi Daerah 

          Y : Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Setelah perhitungan selesai, hasil perhitungan akan dimasukkan ke 

dalam tabel. 

Tabel 8. Contoh Tabel Matriks Potensi Pajak Daerah  
No Jenis Pajak  

Daerah 

Koefisien 

Pertumbuhan 

(Gx) 

Koefisen 

Kontribusi 

(X/Y) 

Kriteria 

     

     

     

 

Tabel 9. Contoh Tabel Matriks Potensi Retribusi Daerah  
No Jenis Retribusi 

Daerah 

Koefisien 

Pertumbuhan 

(Gx) 

Koefisen 

Kontribusi 

(X/Y) 

Kriteria 
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Kriteria pajak dan retribusi daerah dapat dikelompokkan menjadi 

empat kondisi, yaitu : 

a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya 

potensial. 

b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya 

potensial. 

c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya 

tidak potensial. 

d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya 

tidak potensial. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM KABUPATEN SLEMAN 

A. Sejarah Kabupaten Sleman 

Secara administratif, keberadaan Kabupaten Sleman dapat dilihat pada 

Rijksblad no. 11 Tahun 1916 tanggal 15 Mei 1916 yang membagi wilayah 

Kasultanan Yogyakarta dalam 3 Kabupaten, yakni Kalasan, Bantul, dan 

Sulaiman (yang kemudian disebut Sleman), dengan seorang bupati sebagai 

kepala wilayahnya. Berdasarkan Perda no.12 Tahun 1998, pada tanggal 15 

Mei tahun 1916 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Sleman. Menurut 

Almanak, hari tersebut tepat pada hari Senin Kliwon, tanggal 12 Rejeb Tahun 

Je 1846 Wuku Wayang. 

 Dalam perhitungan tahun masehi, hari jadi Kabupaten Sleman 

ditandai dengan Surya Sengkala "Rasa Manunggal Hanggatra Negara" yang 

memiliki sifat bilangan Rasa= 6, Manunggal=1, Hanggatra=9, Negara=1, 

sehingga terbaca tahun 1916. Sedangkan perhitungan tahun jawa diperoleh 

Candra Sengkala "Anggana Catur Salira Tunggal" yang memiliki arti 

Anggana=6, Catur=4, Salira=8, Tunggal=1. Dengan demikian dari Candra 

Sengkala tersebut terbaca tahun 1846.  

Keberadaan hari jadi Kabupaten Sleman memiliki arti penting bagi 

masyarakat dan pemerintah daerah untuk memantapkan jati diri, sebagai 

landasan yang menjiwai gerak langkah ke masa depan. Penetapan hari jadi ini 

akan melengkapi identitas yang saat ini dimiliki Kabupaten Sleman. 
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B. Keadaan Geografis 

1. Letak Wilayah 

Secara Geografis Kabupaten Sleman terletak diantara 110° 33′ 00″ dan 

110° 13′ 00″ Bujur Timur, 7° 34′ 51″ dan 7° 47′ 30″ Lintang Selatan. 

Batas wilayah Kabupaten Sleman sebagai berikut : 

Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali, Propinsi Jawa Tengah 

Sebelah Timur : Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah 

Sebalah Barat :Kabupaten Kulon Progo, Propinsi DIY dan Kabupaten 

  Magelang, Propinsi Jawa Tengah  

Sebelah Selatan : Kota Yogyakarta, Kabupaten Bantul dan Kabupaten 

 Gunung Kidul, Propinsi D.I.Yogyakarta. 

2. Luas Wilayah 

Luas Wilayah Kabupaten Sleman adalah 57.482 Ha atau 574,82 Km
2
 atau 

sekitar 18% dari luas Propinsi Daerah Istimewa Yogjakarta 3.185,80 Km
2
, 

dengan jarak terjauh Utara – Selatan 32 Km,Timur – Barat 35 Km. Secara 

administratif terdiri 17 wilayah Kecamatan, 86 Desa, dan 1.212 Dusun. 

Tabel 10. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman 
No Kecamatan Banyaknya Luas (Ha) 

Desa Dusun 

1 Moyudan  4 65 2.762 

2 Godean 7 57 2.684 

3 Minggir 5 68 2.727 

4 Gamping 5 59 2.925 

5 Seyegan 5 67 2.663 

6 Sleman 5 83 3.132 

7 Ngaglik 6 87 3.852 

8 Mlati 5 74 2.852 

9 Tempel  8 98 3.249 

10 Turi 4 54 4.309 

11 Prambanan 6 68 4.135 

12 Kalasan  4 80 3.584 

13 Brebah 4 58 2.299 
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Tabel 10. Pembagian Wilayah Administratif Kabupaten Sleman (Lanjutan) 
No Kecamatan Banyaknya Luas (Ha) 

Desa Dusun 

14 Ngemplak 5 82 3.571 

15 Pakem  5 61 4.384 

16 Depok 3 58 3.555 

17 Cangkringan  5 73 4.799 

 Jumlah  86 1.212 57.482 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 

 

C. Karakteristik Wilayah 

1. Berdasarkan karakteristik sumberdaya yang ada, wilayah Kabupaten 

Sleman dibagi menjadi 4 wilayah, yaitu : 

a. Kawasan lereng Gunung Merapi, dimulai dari jalan yang 

menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem dan Cangkringan 

(ringbelt) sampai dengan puncak gunung Merapi. Wilayah ini 

merupakan sumber daya air dan ekowisata yang berorientasi pada 

kegiatan gunung Merapi dan ekosistemnya; 

b. Kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian 

Kecamatan Kalasan dan Kecamatan Berbah. Wilayah ini merupakan 

tempat peninggalan purbakala (candi) yang merupakan pusat wisata 

budaya dan daerah lahan kering serta sumber bahan batu putih 

c. Wilayah Tengah yaitu wilayah aglomerasi kota Yogyakarta yang 

meliputi Kecamatan Mlati, Sleman, Ngaglik, Ngemplak, Depok dan 

Gamping. Wilayah ini merupakan pusat pendidikan, perdagangan 

dan jasa 

d. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan 

Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia 
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cukup air dan sumber bahan baku kegiatan industri kerajinan 

mendong, bambu serta gerabah.  

2. Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman 

dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang 

menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, 

dan Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, 

Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, 

Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri 

primer. Untuk wilayah-wilayah kecamatan merupakan wilayah yang 

cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan 

dan jasa. 

3. Berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah Kabupaten Sleman 

merupakan wilayah hulu kota Yogyakarta. Berdasar letak kota dan 

mobilitas kegiatan masyarakat, dapat dibedakan fungsi kota sebagai 

berikut : 

a. Wilayah aglomerasi (perkembangan kota dalam kawasan tertentu). 

Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka kota-kota yang 

berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kecamatan Depok, 

Gamping serta sebagian wilayah Kecamatan Ngaglik dan Mlati 

merupakan wilayah aglomerasi kota Yogyakarta. 

b. Wilayah sub urban (wilayah perbatasan antar desa dan kota). Kota 

Kecamatan Godean, Sleman, dan Ngaglik terletak agak jauh dari 

kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan 
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masyarakat di wilayah Kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi 

pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub urban. 

c. Wilayah fungsi khusus / wilayah penyangga (buffer zone). Kota 

Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kota pusat 

pertumbuhan bagi wilayah sekitarnya dan merupakan pendukung 

dan batas perkembangan kota ditinjau dari kota Yogyakarta. 

 

D. Keadaan Penduduk 

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sleman, 

jumlah penduduk Kabupaten Sleman pada tahun 2010 tercatat sebanyak 

1.093.110 jiwa yang terdiri dari 547.885 jiwa laki-laki dan 545.225 jiwa 

perempuan.  

Kecamatan Depok memiliki penduduk terbesar diantara kecamatan 

lain yaitu sebanyak 181.490 jiwa atau 16,60% dari keseluruhan penduduk di 

Kabupaten Sleman. Setelah itu diikuti Kecamatan Ngaglik, Melati, dan 

Gamping dengan jumlah penduduk  dengan jumlah penduduk masing-masing 

sebanyak 101.887 jiwa, 101.031 jiwa, dan 96.820 jiwa. 

Kecamatan Cangkringan memiliki penduduk paling sedikit diantara 

kecamatan lain yaitu sebanyak 28.201 jiwa atau 2,58% dari keseluruhan 

penduduk di Kabupaten Sleman. Setelah itu diikuti Kecamatan Minggir, 

Moyudan dan Turi dengan jumlah penduduk masing-masing sebanyak 29.263 

jiwa, 30.883 jiwa, dan 33.101 jiwa. 
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Tabel 11. Jumlah Penduduk WNI Kabupaten Sleman, menurut Kecamatan di 

Kabupaten Sleman 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 

1. Gamping 48.605 48.215 96.820 

2. Godean 32.868 33.022 65.890 

3. Moyudan 15.103 15.780 30.883 

4. Minggir 14.264 14.999 29.263 

5. Seyegan 22.291 22.758 45.049 

6. Mlati 51.628 49.403 101.031 

7. Depok 93.930 87.560 181.490 

8. Berbah 25.108 25.679 50.787 

9. Prambanan 23.040 23.817 46.857 

10. Kalasan 37.801 38.357 76.158 

11. Ngemplak  29.312 29.638 58.950 

12. Ngaglik 51.157 50.730 101.887 

13. Sleman 30.915 31.847 62.762 

14. Tempel 24.431 24.881 49.312 

15. Turi 16.422 16.679 33.101 

16. Pakem 17.124 17.545 34.669 

17. Cangkringan 13.886 14.315 28.201 

Jumlah Penduduk 547.885 545.225 1.093.110 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 

 

E. Pendidikan 

Pendidikan merupakan hal yang penting bagi kehidupan manusia. 

Kualitas pendidikan yang bagus menjadi tolok ukur kemauan suatu bangsa. 

Pada jenjang SD, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 519 

sekolah yang terdiri dari 381 SD negeri dan 138 SD swasta. Pada SD negeri 

terdapat guru sebanyak 4.520 orang dan siswa sebanyak 65.702 orang dan 

pada SD swasta terdapat guru sebanyak 1.850 orang dan siswa sebanyak 

23.633 orang. 

Pada jenjang SMP, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 

121 sekolah yang terdiri dari 64 SMP negeri dan 57 SMP swasta. Pada SMP 

negeri terdapat guru sebanyak 2.076 orang dan siswa sebanyak 28.236 orang 

dan pada SMP swasta terdapat guru sebanyak 1.126 orang dan siswa 

sebanyak 11.823 orang. 
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Pada jenjang SMA, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 

57 sekolah yang terdiri dari 22 SMA negeri dan 35 SMA swasta. Pada SMA 

negeri terdapat guru sebanyak 929 orang dan siswa sebanyak 9.671 orang dan 

pada SMA swasta terdapat guru sebanyak 811 orang dan siswa sebanyak 

4.596 orang. 

Pada jenjang SMK, di Kabupaten Sleman tahun 2010/2011 memiliki 

53 sekolah yang terdiri dari 8 SMK negeri dan 45 SMK swasta. Pada SMK 

negeri terdapat guru sebanyak 619 orang dan siswa sebanyak 6.840 orang dan 

pada SMK swasta terdapat guru sebanyak 1.325 orang dan siswa sebanyak 

12.150 orang. 

 

F. Pemerintahan 

Pemerintah Kabupaten Sleman dipimpin oleh Bupati dan Wakil 

Bupati. Jumlah pegawai di lingkungan Kabupaten Sleman pada tahun 2010  

sebanyak 13.415 orang yang terdiri dari 6.141 laki-laki dan 7.274 perempuan. 

Latar belakang pendidikan pegawai terdiri dari SD sebanyak 166 orang, SMP 

sebanyak 339 orang, SMA sebanyak 3535 orang, Diploma I – Diploma III 

sebanyak 3.632 orang, Sarmud sebanyak 342 orang, Diploma IV – S2 

sebanyak 5.401 orang. 

Tabel 12. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin 

dan Instansi di Kabupaten Sleman Tahun 2010 
Jenis Kelamin L P168 Jumlah 

Jenjang Pendidikan SD 148 18 166 

SMP 293 46 339 

SMA 1.755 1.780 3.535 

D.I 67 168 235 

D.II 798 1.632 2430 

D.III 371 596 967 

Sarmud 175 167 342 
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Tabel 12. Banyaknya Pegawai Pemerintah Daerah Menurut Jenis Kelamin 

dan Instansi di Kabupaten Sleman Tahun 2010 (Lanjutan) 
Jenis Kelamin L P168 Jumlah 

 D.IV 31 10 41 

S-1 2.283 2.712 4.995 

S-2 220 145 365 

Jenis Kelamin L/P 6.141 7.274 13.415 
Sumber: Badan KepegawaianDaerah 

 
 

G. Perekonomian Kabupaten Sleman 

Perekonomian Kabupaten Sleman pada Tahun 2006-2010 didominasi 

oleh empat sektor. Empat sektor tersebut adalah sektor perdagangan, hotel, 

dan restoran, jasa-jasa, pertanian, dan pengolahan. Pada tahun tersebut 

perekonomian Kabupaten Sleman relatif baik dan stabil. Rata-rata 

pertumbuhan ekonomi  berkisar 11 persen. Sedangkan lima sektor lainnya 

hanya menyumbangkan sedikit seperti sektor pertambangan dan penggalian, 

listrik, gas dan air bersih, bangunan, pengangkutan dan kominikasi, dan 

keuangan, persewaan dan jasa perusahaan. 

Tabel 13. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten 

Sleman Menurut Lapangan Usaha ADH Konstan Tahun 2006-2010 
Lapangan Usaha 2006 2007 2008 2009 2010 

1. Pertanian 17,45% 16,63% 16,91% 16,47% 15,72% 

2. Pertambangan dan penggalian 0,36% 0,59% 0,52% 0,47% 0,52% 

3. Industri pengolahan 16,45% 16,04% 15,49% 15,11% 14,91% 

4. Listrik, das, dan air bersih 0,86% 0,90% 0,90% 0,92% 0,92% 

5. Bangunan 10,45% 10,83% 11,01% 11,22% 11,45% 

6. Perdagangan, hotel dan restoran 21,21% 21,69% 21,87% 22,29% 22,54% 

7. Pengangkutan dan komunikasi 5,66% 5,80% 5,81% 5,92% 6,04% 

8. Keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan 

10,16% 10,21% 10,25% 10,35% 10,50% 

9. Jasa-jasa 17,44% 17,31% 17,24% 17,23% 17,41% 

Produk Domestik Regional Bruto 100% 100% 100% 100% 100% 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman 
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BAB V 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data 

Penelitian yang dilakukan di Pemerintah Kabupaten Sleman ini 

bertujuan untuk mengetahui potensi pajak dan retribusi daerah di Kabupaten 

Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, yaitu dengan mengetahui 

efektivitas pajak dan retribusi daerah, laju pertumbuhan pajak dan retribusi 

daerah, serta kontribusi pajak dan retribusi daerah. Data yang diperlukan 

dalam penelitian ini sebesar data realisasi dan anggaran penerimaan pajak dan 

retribusi daerah tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. Data yang diperoleh 

dari Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mengenai realisasi dan 

anggaran pajak dan retribusi daerah adalah sebagai berikut: 

Tabel 14. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2006 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi 

1 Pajak Hotel 9.000.000.000 9.761.983.321,60 

2 Pajak Restoran 2.900.000.000 3.443.232.572,05 

3 Pajak Hiburan 900.000.000 959.443.926,28 

4 Pajak Reklame 3.800.000.000 4.454.870.681,39 

5 Pajak Penerangan Jalan 15.500.000.000 18.652.038.103,00 

6 Pajak PPBGGC  250.000.000 304.833.900,00 

7 Pajak Parkir 400.000.000 402.910.870,00 

 

Jumlah 32.750.000.000 37.979.313.374,32 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 
 

No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan  19.196.550.000 19.819.025.001 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 725.000.000 763.810.650 

3 Ret. Cetak KTP 650.000.000 768.237.500 

4 Ret. Cetak akte capil 300.000.000 278.304.600 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 200.000.000 207.423.000 

6 Ret. Pasar 2.600.000.000 2.433.749.100 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 900.000.000 879.959.000 
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Tabel 14. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2006 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

8 Ret. JasaPemakaian Kekayaan Daerah 256.400.000 246.905.300 

9 Ret. JasaUsaha Terminal 218.892.000 189.825.000 

10 

Ret. JasaUsaha Rumah  

Potong Hewan 75.000.000 59.038.600 

11 Ret. JasaTempat Rekreasi OR 410.500.000 422.705.163 

12 Ret. Penjualan ProdukDaerah 253.250.000 195.724.410 

13 Ret.IjinMendirikan Bangunan 2.769.000.000 2.630.792.764,03 

14 Ret.IjinGangguan 600.000.000 591.125.000 

15 Ret.IjinTrayek 8.300.000 7.610.000 

16 Ret.IjinPeruntukan Penggunaan Tanah 3.100.000.000 3.602.494.978,80 

17 IUJK 23.000.000 42.250.000 

18 IjinUsaha Perdagangan 70.000.000 92.515.000 

19 Tanda Daftar Industri 9.100.000 9.550.000 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 59.996.000 

21 Ret. Tower 981.000.000 1.559.095.650 

  Jumlah 33.405.992.000 34.863.136.716,83 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

 

Tabel 15. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2007 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi 

1 Pajak Hotel 10.000.000.000 11.423.620.418,85 

2 Pajak Restoran 4.500.000.000 5.320.503.571,82 

3 Pajak Hiburan 1.500.000.000 2.035.377.677,33 

4 Pajak Reklame 4.500.000.000 4.749.917.481,91 

5 Pajak Penerangan Jalan 20.500.000.000 25.705.707.427 

6 Pajak PPBGGC  600.000.000 633.093.975 

7 Pajak Parkir 400.000.000 419.445.180 

 

Jumlah 42.000.000.000 50.287.665.731,91 

Keterangan :  

Pajak PPBGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 24.046.000.000 24.606.259.953 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 775.000.000 666.455.200 

3 Ret. Cetak KTP 822.400.000 918.738.000 

4 Ret. Cetak akte capil 258.570.000 266.304.100 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 275.000.000 446.850.500 

6 Ret. Pasar 2.300.000.000 2.745.303.900 

7 

Ret. Pengujian  

Kendaraan Motor 860.000.000 892.951.500 

8 

Ret. JasaPemakaian 

 Kekayaan Daerah 275.938.600 357.536.723 

9 Ret. JasaUsaha Terminal 202.086.000 193.576.950 

10 

Ret. JasaUsaha Rumah 

 Potong Hewan 55.000.000 52.072.407 
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No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

11 Ret. JasaTempat Rekreasi OR 524.302.560 608.829.103 

12 Ret. Penjualan ProdukDaerah 212.500.000 181.554.500 

13 Ret.IjinMendirikan Bangunan 2.261.500.000 1.263.606.708 

14 Ret.IjinGangguan 575.000.000 664.325.000 

15 Ret.IjinTrayek 7.610.000 7.930.000 

16 Ret.IjinPeruntukan Penggunaan Tanah 3.250.000.000 3.296.450.564 

17 IUJK 13.000.000 23.600.000 

18 IjinUsaha Perdagangan 77.000.000 110.705.000 

19 Tanda Daftar Industri 10.600.000 13.525.000 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 59.976.000 

21 Ret. Tower 2.000.000.000 1.878.125.000 

 

Jumlah 38.861.507.160 39.254.676.108 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

 

Tabel 16. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2008 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi 

1 Pajak Hotel 11.000.000.000 14.522.397.204,16 

2 Pajak Restoran 5.100.000.000 6.675.522.008,57 

3 Pajak Hiburan 2.300.000.000 3.553.667.031,10 

4 Pajak Reklame 5.621.622.443 8.147.022.563,37 

5 Pajak Penerangan Jalan 24.000.000.000 26.921.123.335,00 

6 Pajak PPBGGC  650.000.000 551.072.688,50 

7 Pajak Parkir 500.000.000 650.094.300,00 

  Jumlah 49.171.622.443 61.020.899.130,70 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 28.876.750.000 29.866.288.254 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 635.500.000 667.660.500 

3 Ret. Cetak KTP 879.900.000 1.047.439.000 

4 Ret. Cetak akte capil 274.675.000 305.173.700 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 400.000.000 331.546.000 

6 Ret. Pasar 2.700.000.000 2.850.023.050 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 900.500.000 915.822.000 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 391.339.600 471.456.800 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 231.606.000 296.454.500 

10 Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 55.000.000 55.014.750 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 494.479.280 643.775.190 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 233.500.000 183.352.050 

13 Ret. Ijin Mendirikan Bangunan 2.611.500.000 3.955.793.076 

14 Ret. Ijin Gangguan 600.000.000 694.485.000 

15 Ret. Ijin Trayek 7.530.000 8.160.000 

16 Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah 3.350.000.000 6.201.260.390 

17 IUJK 13.000.000 18.662.500 

18 Ijin Usaha Perdagangan 84.840.000 110.280.000 

19 Tanda Daftar Industri 8.800.000 11.375.000 
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Tabel 16. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2008 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 47.504.000 

21 Ret. Tower 2.000.000.000 3.251.250.000 

  Jumlah 44.808.919.880 51.932.775.760 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

 

Tabel 17. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2009 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi 

1 Pajak Hotel 12.500.000.000 18.189.624.204,48 

2 Pajak Restoran 6.000.000.000 7.628.940.657,53 

3 Pajak Hiburan 2.600.000.000 3.637.358.441,16 

4 Pajak Reklame 6.800.000.000 9.010.860.114,49 

5 Pajak Penerangan Jalan 27.200.000.000 31.190.111.489,00 

6 Pajak PPBGGC  650.000.000 662.441.550,00 

7 Pajak Parkir 600.000.000 725.394.650,00 

  Jumlah 56.350.000.000 71.044.731.106,66 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 30.759.764.856 28.208.534.183,80 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 700.000.000 817.194.100 

3 Ret. Cetak KTP 972.550.000 871.455.500 

4 Ret. Cetak akte capil 375.520.000 438.840.700 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 330.090.000 338.838.500 

6 Ret. Pasar 2.700.000.000 2.988.086.050 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 850.000.000 876.145.000 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 556.890.200 889.509.800 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 234.750.000 269.590.300 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 55.000.000 43.656.000 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 1.203.962.974 2.120.312.614 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 171.115.650 179.575.800 

13 Ret. Ijin Mendirikan Bangunan 2.900.000.000 5.193.581.534,65 

14 Ret. Ijin Gangguan 650.000.000 846.885.000 

15 Ret. Ijin Trayek 7.660.000 9.275.000 

16 Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah 4.750.000.000 7.218.400.373,45 

17 IUJK 13.000.000 49.900.000 

18 Ijin Usaha Perdagangan 87.190.000 119.345.000 

19 Tanda Daftar Industri 9.100.000 12.625.000 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 43.344.000 

21 Ret. Tower 2.000.000.000 3.016.437.500 

 

Jumlah 49.386.593.680 54.551.531.955,90 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 
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Tabel 18. Realisasi dan Anggaran Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah 

Tahun 2010 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi 

1 Pajak Hotel 21.326.096.600 22.473.840.945,14 

2 Pajak Restoran 8.668.000.000 10.195.038.726,88 

3 Pajak Hiburan 3.500.000.000 3.786.482.376,85 

4 Pajak Reklame 8.600.000.000 9.066.604.451,65 

5 Pajak Penerangan Jalan 32.500.000.000 33.619.390.346,00 

6 Pajak PPBGGC  650.000.000 699.977.655,00 

7 Pajak Parkir 725.000.000 770.208.454,00 

  Jumlah 75.969.096.600 80.611.542.955,52 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 34.475.000.000 32.679.740.322 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 800.000.000 905.595.300 

3 Ret. Cetak KTP 1.906.552.000 1.518.770.500 

4 Ret.Cetak Akte Capil 482.100.000 382.303.000 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 330.090.000 339.216.000 

6 Ret. Pasar 3.212.125.200 3.272.564.550 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 850.000.000 896.407.000 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 925.215.200 1.232.148.500 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 231.450.000 253.657.550 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.605.061.280 2.057.407.437 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 181.128.000 194.295.750 

13 Ret. Ijin Mendirikan Bangunan 3.400.000.000 4.846.180.214 

14 Ret. Ijin Gangguan 700.000.000 812.715.000 

15 Ret. Ijin Trayek 7.500.000 9.635.000 

16 Ret. Ijin Peruntukan Penggunaan Tanah 5.499.000.000 7.601.982.568 

17 IUJK 13.000.000 23.900.000 

18 Ijin Usaha Perdagangan 88.190.000 140.830.000 

19 Tanda Daftar Industri 9.100.000 11.150.000 

20 Ret. Pelatihan BLK 36.000.000 26.030.900 

21 Ret. Tower 3.000.000.000 1.681.250.000 

 

jumlah 58.782.501.680 58.919.339.091 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

 

B. Analisis Efektivitas Pajak dan Retribusi Daerah 

Analisis ini digunakan untuk mengukur kemampuan pemerintah 

daerah dalam merealisasikan pajak dan retribusi daerah berdasarkan anggaran 

yang telah ditetapkan.  
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Kemampuan pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dikatakan 

efektif apabila rasio efektivitas yang dicapai minimal sebesar 1 atau 100 

persen, semakin tinggi rasio efektivitas berarti menggambarkan kemampuan 

daerah yang semakin baik (Halim, 2004: 135) dan pemerintah daerah mampu 

memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan (Haning dan Radianto, 2005: 

6) 

Untuk mengetahui tingkat efektivitas digunakan rumus: 

1. Pajak Daerah 

 

Contoh perhitungan efektivitas pajak hotel tahun 2006 

 

  %   

Tabel 19. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2006 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Pajak Hotel 9.000.000.000 9.761.983.321,60 108,47% 

2 Pajak Restoran 2.900.000.000 3.443.232.572,05 118,73% 

3 Pajak Hiburan 900.000.000 959.443.926,28 106,60% 

4 Pajak Reklame 3.800.000.000 4.454.870.681,39 117,23% 

5 Pajak Penerangan Jalan 15.500.000.000 18.652.038.103,00 120,34% 

6 Pajak PPBGGC  250.000.000 304.833.900,00 121,93% 

7 Pajak Parkir 400.000.000 402.910.870,00 100,73% 

  Jumlah 32.750.000.000 37.979.313.374,32 115,97% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 
Tabel 20. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2007 

No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Pajak Hotel 10.000.000.000 11.423.620.418,85 114,24% 

2 Pajak Restoran 4.500.000.000 5.320.503.571,82 118,23% 

3 Pajak Hiburan 1.500.000.000 2.035.377.677,33 135,69% 

4 Pajak Reklame 4.500.000.000 4.749.917.481,91 105,55% 

5 Pajak Penerangan Jalan 20.500.000.000 25.705.707.427 125,39% 

6 Pajak PPBGGC  600.000.000 633.093.975 105,52% 

7 Pajak Parkir 400.000.000 419.445.180 104,86% 

  Jumlah 42.000.000.000 50.287.665.732 119,73% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 
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Tabel 21. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2008 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Pajak Hotel 11.000.000.000 14.522.397.204,16 132,02% 

2 Pajak Restoran 5.100.000.000 6.675.522.008,57 130,89% 

3 Pajak Hiburan 2.300.000.000 3.553.667.031,10 154,51% 

4 Pajak Reklame 5.621.622.443 8.147.022.563,37 144,92% 

5 Pajak Penerangan Jalan 24.000.000.000 26.921.123.335,00 112,17% 

6 Pajak PPBGGC  650.000.000 551.072.688,50 84,78% 

7 Pajak Parkir 500.000.000 650.094.300,00 130,02% 

  Jumlah 49.171.622.443 61.020.899.131 124,10% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 22. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2009 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Pajak Hotel 12.500.000.000 18.189.624.204,48 145,52% 

2 Pajak Restoran 6.000.000.000 7.628.940.657,53 127,15% 

3 Pajak Hiburan 2.600.000.000 3.637.358.441,16 139,90% 

4 Pajak Reklame 6.800.000.000 9.010.860.114,49 132,51% 

5 Pajak Penerangan Jalan 27.200.000.000 31.190.111.489,00 114,67% 

6 Pajak PPBGGC  650.000.000 662.441.550,00 101,91% 

7 Pajak Parkir 600.000.000 725.394.650,00 120,90% 

  Jumlah 56.350.000.000 71.044.731.107 126,08% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 23. Perhitungan Efektivitas untuk Pajak Daerah 2010 
No Jenis Pajak Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Pajak Hotel 21.326.096.600 22.473.840.945,14 105,38% 

2 Pajak Restoran 8.668.000.000 10.195.038.726,88 117,62% 

3 Pajak Hiburan 3.500.000.000 3.786.482.376,85 108,19% 

4 Pajak Reklame 8.600.000.000 9.066.604.451,65 105,43% 

5 Pajak Penerangan Jalan 32.500.000.000 33.619.390.346,00 103,44% 

6 Pajak PPBGGC  650.000.000 699.977.655,00 107,69% 

7 Pajak Parkir 725.000.000 770.208.454,00 106,24% 

  Jumlah 75.969.096.600 80.611.542.955,52 106,11% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 24. Tingkat Efektivitas Pajak Daerah 
          Tahun 

 

Jenis Pajak 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata- 

rata 

Ketera-

ngan 

 

Pajak Hotel 108,47% 114,24% 132,02% 145,52% 105,38%  121,13%     Efektif 

Pajak Restoran 118,73% 118,23% 130,89% 127,15% 117,62% 122,52% Efektif 

Pajak Hiburan 106,60% 135,69% 154,51% 139,90% 108,19% 128,98% Efektif 

Pajak Reklame 117,23% 105,55% 144,92% 132,51% 105,43% 121,13% Efektif 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 120,34% 125,39% 112,17% 114,67% 103,44% 

 

 

115,20% 

Efektif 

Pajak PPBGGC  121,93% 105,52% 84,78% 101,91% 107,69% 104,37% Efektif 

Pajak Parkir 100,73% 104,86% 130,02% 120,90% 106,24% 112,55% Efektif 

Rata-rata 117,98%  

Keterangan :  
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Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hotel pada tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 121,13%, dikatakan 

efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah 

daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.  

b. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 122,52%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan.  

c. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak hiburan pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010di Kabupaten Sleman sebesar 128,98%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan.  

d. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 121,13%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan.  

e. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak penerangan jalan pada tahun 

2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 
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115,20%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 

persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang 

telah ditetapkan.  

f. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan 

bahan galian golongan C pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 

di Kabupaten Sleman sebesar 104,37%, dikatakan efektif karena rasio 

efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu 

memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Namun di tahun 

2008 efektivitasnya kurang dari 100% yaitu sebesar 84,78%, hal ini 

disebabkan karena material sangat minim di tahun ini. 

g. Rata-rata efektivitas penerimaanpajak parkir pada tahun 2006 sampai 

dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 112,55%, dikatakan 

efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah 

daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.  

 

2. Retibusi Daerah 

 

Contoh perhitungan efektivitas retribusi pelayanan kesehatan tahun 2006 

 

  

Tabel 25. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2006 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 19.196.550.000 19.819.025.001 103.24% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 725.000.000 763.810.650 105,35% 

3 Ret. Cetak KTP 650.000.000 768.237.500 118,19% 

4 Ret. Cetak akte capil 300.000.000 278.304.600 92,77% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 200.000.000 207.423.000 103,71% 
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Tabel 25. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2006 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

6 Ret. Pasar 2.600.000.000 2.433.749.100 93,61% 

7 

Ret. Pengujian Kendaraan 

Motor 900.000.000 879.959.000 97,77% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 256.400.000 246.905.300 96,30% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 218.892.000 189.825.000 86,72% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 75.000.000 59.038.600 78,72% 

11 

Ret. Jasa Tempat Rekreasi 

dan Olahraga 410.500.000 422.705.163 102,97% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 253.250.000 195.724.410 77,29% 

13 

Ret. Ijin Mendirikan 

Bangunan 2.769.000.000 2.630.792.764,03 95,01% 

14 Ret. Ijin Gangguan 600.000.000 591.125.000 98,52% 

15 Ret. Ijin Trayek 8.300.000 7.610.000 91,69% 

16 

Ret. Ijin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 3.100.000.000 3.602.494.978,80 116,21% 

17 IUJK 23.000.000 45.250.000 196,74% 

18 Ijin Usaha Perdagangan 70.000.000 92.515.000 132,16% 

19 Tanda Daftar Industri 9.100.000 9.550.000 104,95% 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 59.996.000 99,99% 

21 Ret. Tower 981.000.000 1.559.095.650 158,93% 

 

Jumlah 33.405.992.000 34.863.136.717 104,36% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
 

Tabel 26. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2007 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 24.046.000.000 24.606.259.953 102.33% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 775.000.000 666.455.200 85,99% 

3 Ret. Cetak KTP 822.400.000 918.738.000 111,71% 

4 Ret. Cetak akte capil 258.570.000 266.304.100 102,99% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 275.000.000 446.850.500 162,49% 

6 Ret. Pasar 2.300.000.000 2.745.303.900 119,36% 

7 

Ret. Pengujian Kendaraan 

Motor 860.000.000 892.951.500 103,83% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 275.938.600 357.536.723 129,57% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 202.086.000 193.576.950 95,79% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 55.000.000 52.072.407 94,68% 

11 

Ret. Jasa Tempat Rekreasi 

dan Olahraga 524.302.560 608.829.103 116,12% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 212.500.000 181.554.500 85,44% 

13 

Ret. Ijin Mendirikan 

Bangunan 2.261.500.000 1.263.606.708 55,87% 

14 Ret. Ijin Gangguan 575.000.000 664.325.000 115,53% 

15 Ret. Ijin Trayek 7.610.000 7.930.000 104,20% 
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Tabel 26. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2007 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

16 

Ret. Ijin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 3.250.000.000 3.296.450.564 101,43% 

17 IUJK 13.000.000 23.600.000 181,54% 

18 Ijin Usaha Perdagangan 77.000.000 110.705.000 143,77% 

19 Tanda Daftar Industri 10.600.000 13.525.000 127,59% 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 59.976.000 99,96% 

21 Ret. Tower 2.000.000.000 1.878.125.000 93,91% 

  Jumlah 38.861.507.160 39.254.676.108 101,01% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Tabel 27. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2008 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 28.876.750.000 29.866.288.254 103,43% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 635.500.000 667.660.500 105,06% 

3 Ret. Cetak KTP 879.900.000 1.047.439.000 119,04% 

4 Ret. Cetak akte capil 274.675.000 305.173.700 111,10% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 400.000.000 331.546.000 82,89% 

6 Ret. Pasar 2.700.000.000 2.850.023.050 105,56% 

7 

Ret. Pengujian Kendaraan 

Motor 900.500.000 915.822.000 101,70% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 391.339.600 471.456.800 120,47% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 231.606.000 296.454.500 128,00% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 55.000.000 55.014.750 100,03% 

11 

Ret. Jasa Tempat Rekreasi 

dan Olahraga 494.479.280 643.775.190 130,19% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 233.500.000 183.352.050 78,52% 

13 

Ret. Ijin Mendirikan 

Bangunan 2.611.500.000 3.955.793.076 151,48% 

14 Ret. Ijin Gangguan 600.000.000 694.485.000 115,75% 

15 Ret. Ijin Trayek 7.530.000 8.160.000 108,37% 

16 

Ret. Ijin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 3.350.000.000 6.201.260.390 185,11% 

17 IUJK 13.000.000 18.662.500 143,56% 

18 Ijin Usaha Perdagangan 84.840.000 110.280.000 129,99% 

19 Tanda Daftar Industri 8.800.000 11.375.000 129,26% 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 47.504.000 79,17% 

21 Ret. Tower 2.000.000.000 3.251.250.000 162,56% 

 

Jumlah 44.808.919.880 51.932.775.760 115,90% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
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Tabel 28. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2009 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 30.759.764.856 28.208.534.183,80 91,71% 

2 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 700.000.000 817.194.100 116,74% 

3 Ret. Cetak KTP 972.550.000 871.455.500 89,61% 

4 Ret. Cetak Akte Capil 375.520.000 438.840.700 116,86% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 330.090.000 338.838.500 102,65% 

6 Ret. Pasar 2.700.000.000 2.988.086.050 110,67% 

7 

Ret. Pengujian Kendaraan 

Motor 850.000.000 876.145.000 103,08% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 556.890.200 889.509.800 159,73% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 234.750.000 269.590.300 114,84% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 55.000.000 43.656.000 79,37% 

11 

Ret. Jasa Tempat Rekreasi 

dan Olahraga 1.203.962.974 2.120.312.614 176,11% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 171.115.650 179.575.800 104,94% 

13 

Ret. Ijin Mendirikan 

Bangunan 2.900.000.000 5.193.581.534,65 179,09% 

14 Ret. Ijin Gangguan 650.000.000 846.885.000 130,29% 

15 Ret. Ijin Trayek 7.660.000 9.275.000 121,08% 

16 

Ret. Ijin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 4.750.000.000 7.218.400.373,45 151,97% 

17 IUJK 13.000.000 49.900.000 383,85% 

18 Ijin Usaha Perdagangan 87.190.000 119.345.000 136,88% 

19 Tanda Daftar Industri 9.100.000 12.625.000 138,74% 

20 Ret. Pelatihan BLK 60.000.000 43.344.000 72,24% 

21 Ret. Tower 2.000.000.000 3.016.437.500 150,82% 

 

Jumlah 49.386.593.680 54.551.631.956,90 110,46% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Tabel 29. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2010 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 34.475.000 32.679.740.322 94,79% 

2 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 800.000.000 905.595.300 113,20% 

3 Ret. Cetak KTP 1.906.552.000 1.518.770.500 79,66% 

4 Ret .Cetak Akte Capil 482.100.000 382.303.000 79,30% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 330.090.000 339.216.000 102,76% 

6 Ret. Pasar 3.212.125.200 3.272.564.550 101,88% 

7 

Ret. Pengujian Kendaraan 

Motor 850.000.000 896.407.000 105,46% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 925.215.200 1.232.148.500 133,17% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 231.450.000 253.657.550 109,59% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 30.990.000 33.559.500 108,29% 
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Tabel 29. Perhitungan Efektivitas untuk Retribusi Daerah 2010 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Anggaran Realisasi Efektivitas 

11 

Ret. Jasa Tempat Rekreasi 

dan Olahraga 2.605.061.280 2.057.407.437 78,98% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 181.128.000 194.295.750 107,27% 

13 

Ret. Ijin Mendirikan 

Bangunan 3.400.000.000 4.846.180.214 142,53% 

14 Ret. Ijin Gangguan 700.000.000 812.715.000 116,10% 

15 Ret. Ijin Trayek 7.500.000 9.635.000 128,47% 

16 

Ret. Ijin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 5.499.000.000 7.601.982.568 138,24% 

17 IUJK 13.000.000 23.900.000 183,85% 

18 Ijin Usaha Perdagangan 88.190.000 140.830.000 159,69% 

19 Tanda Daftar Industri 9.100.000 11.150.000 122,53% 

20 Ret. Pelatihan BLK 36.000.000 26.030.900 72,31% 

21 Ret. Tower 3.000.000.000 1.681.250.000 56,04% 

 

Jumlah 58.782.501.680 58.919.339.061 100,23% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Tabel 30. Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah 
           Tahun  

 

Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata Ketera-

ngan 

Ret. Pelayanan 

Kesehatan 103.24% 102.33% 103,43% 91,71% 94,79% 96,64% 

Tidak 

Efektif 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 105,35% 85,99% 105,06% 116,74% 113,20% 

 

105,27% Efektif 

Ret. Cetak KTP 118,19% 111,71% 119,04% 89,61% 79,66% 103,64% Efektif 

Ret .Cetak  

Akte Capil 92,77% 102,99% 111,10% 116,86% 79,30% 

 

100,60% Efektif 

Ret. Parkir  

Jalan Umum 103,71% 162,49% 82,89% 102,65% 102,76% 

 

110,90% Efektif 

Ret. Pasar 93,61% 119,36% 105,56% 110,67% 101,88% 106,22% Efektif 

Ret. Pengujian 

Kendaraan 

Motor 97,77% 103,83% 101,70% 103,08% 105,46% 

 

102,37% Efektif 

Ret. Jasa 

Pemakaian 

Kekayaan 

Daerah 96,30% 129,57% 120,47% 159,73% 133,17% 

 

 

127,85% Efektif 

Ret. Jasa Usaha 

Terminal 86,72% 95,79% 128,00% 114,84% 109,59% 

 

106,99% Efektif 

Ret. Jasa Usaha 

Rumah Potong 

Hewan 78,72% 94,68% 100,03% 79,37% 108,29% 

 

 

92,22% 

Tidak 

Efektif 

Ret. Jasa 

Tempat 

Rekreasi dan 

Olahraga 102,97% 116,12% 130,19% 176,11% 78,98% 

 

 

120,87% Efektif 

Ret. Penjualan 

Produk Daerah 77,29% 85,44% 78,52% 104,94% 107,27% 

 

90,69% 

Tidak 

Efektif 
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Tabel 30. Tingkat Efektivitas Retribusi Daerah (Lanjutan) 
           Tahun  

 

Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-rata Ketera-

ngan 

Ret. Ijin 

Gangguan 98,52% 115,53% 115,75% 130,29% 116,10% 

 

115,24% Efektif 

Ret. Ijin Trayek 91,69% 104,20% 108,37% 121,08% 128,47% 110,76% Efektif 

Ret. Ijin 

Peruntukan 

Penggunaan 

Tanah 116,21% 101,43% 185,11% 151,97% 138,24% 

 

 

 

138,59% Efektif 

IUJK 196,74% 181,54% 143,56% 383,85% 183,85% 217,91% Efektif 

Ijin Usaha 

Perdagangan 132,16% 143,77% 129,99% 136,88% 159,69% 

 

140,50% Efektif 

Tanda Daftar 

Industri 104,95% 127,59% 129,26% 138,74% 122,53% 

 

124,61% Efektif 

Ret. Pelatihan 

BLK 99,99% 99,96% 79,17% 72,24% 72,31% 

 

84,73% 

Tidak 

Efektif 

Ret. Tower 158,93% 93,91% 162,56% 150,82% 56,04% 124,45% Efektif 

Rata-rata 116,47%  

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pelayanan kesehatan pada 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 

96,94%, dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 

100 persen dan pemerintah daerah tidak  mampu memenuhi target 

anggaran yang telah ditetapkan. 

b. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pelayanan persampahan pada 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman 

sebesar105,27%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 

100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran 

yang telah ditetapkan. 

c. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi cetak KTP pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 103,64%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 
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pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan. 

d. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi cetak akte capil pada tahun 

2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 

100,60%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 

persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang 

telah ditetapkan. 

e. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir jalan umum pada 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 

110,90%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 

persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang 

telah ditetapkan. 

f. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pasar pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 106,22%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan. 

g. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pengujian kendaraan 

bermotor pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten 

Sleman sebesar 102,37%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya 

melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target 

anggaran yang telah ditetapkan. 
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h. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa pemakaian kekayaan 

daerah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten 

Sleman sebesar 127,85%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya 

melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target 

anggaran yang telah ditetapkan. 

i. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha terminal pada 

tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 

106,99%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 

persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang 

telah ditetapkan. 

j. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong 

hewan pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten 

Sleman sebesar 92,22%, dikatakan tidak efektif karena rasio 

efektivitasnya kurang dari 100 persen dan pemerintah daerah tidak  

mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. 

k. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi 

OR pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman 

sebesar 120,87%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya 

melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target 

anggaran yang telah ditetapkan. 

l. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi penjualan produk daerah 

pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman 

sebesar 90,69%, dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya 
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kurang dari 100 persen dan pemerintah daerah tidak  mampu 

memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. 

m. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan 

pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman 

sebesar 124,80%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya 

melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target 

anggaran yang telah ditetapkan. 

n. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin gangguan pada tahun 

2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 

115,24%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 

persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang 

telah ditetapkan. 

o. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin trayek pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 110,76%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan. 

p. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi ijin peruntukan penggunaan 

tanah pada tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten 

Sleman sebesar 138,59%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya 

melebihi 100 persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target 

anggaran yang telah ditetapkan. 
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q. Rata-rata efektivitas penerimaan IUJK pada tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 217,91%, dikatakan efektif 

karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan pemerintah daerah 

mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. 

r. Rata-rata efektivitas penerimaan ijin usaha perdagangan pada tahun 

2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 

140,50%, dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 

persen dan pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang 

telah ditetapkan. 

s. Rata-rata efektivitas penerimaan tanda daftar industri pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 124,61%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 

pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan. 

t. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi pelatihan BLK pada tahun 

2006 sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 84,73%, 

dikatakan tidak efektif karena rasio efektivitasnya kurang dari 100 

persen dan pemerintah daerah tidak  mampu memenuhi target anggaran 

yang telah ditetapkan. 

u. Rata-rata efektivitas penerimaan retribusi tower pada tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 di Kabupaten Sleman sebesar 124,45%, 

dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya melebihi 100 persen dan 
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pemerintah daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah 

ditetapkan. 

 

C. Analisis Laju Pertumbuhan Pajak dan Retribusi daerah 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui apakah penerimaan pajak 

atau retribusi daerah dalam tahun tertentu mengalami pertumbuhan secara 

positif atau negatif. 

Apabila tingkat pertumbuhan pajak atau retribusi daerah positif maka 

pajak atau retribusi daerah tersebut mengalami kenaikan dan dikatakan 

potensial, sedangkan apabila tingkat pertumbuhan pajak atau retribusi daerah 

negatif maka pajak atau retribusi daerah tersebut mengalami penurunan dan 

dikatakan tidak potensial. (Haning dan Radianto, 2005) 

Untuk mengetahui laju pertumbuhan menggunakan rumus: 

1. Pajak Daerah 

 

Keterangan : 

∆x: rasio pertumbuhan pajak daerah 

Xa :  jumlah jenis pajak daerah tahun tertentu 

X(t-1) : jumlah jenis pajak daerah tahun sebelumnya 

Contoh perhitungan laju pertumbuhan pajak hotel tahun 2007 

 

 

17,02% 
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Tabel 31. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2007 

No 
Jenis Pajak  

Daerah 

Realisasi  

2006 2007 
Laju 

pertumbuhan 

1 Pajak Hotel 9.761.983.321,60 11.423.620.418,85 17,02% 

2 Pajak Restoran 3.443.232.572,05 5.320.503.571,82 54,52% 

3 Pajak Hiburan 959.443.926,28 2.035.377.677,33 112,14% 

4 Pajak Reklame 4.454.870.681,39 4.749.917.481,91 6,62% 

5 

Pajak Penerangan 

Jalan 18.652.038.103,00 25.705.707.427,00 37,82% 

6 Pajak PPBGGC  304.833.900,00 633.093.975,00 107,68% 

7 Pajak Parkir 402.910.870,00 419.445.180,00 4,10% 

  Jumlah 37.979.313.374,32 50.287.665.732,00 32,41% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 32. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2008 

No 
Jenis Pajak 

Daerah 

Realisasi  

2007 2008 
Laju 

pertumbuhan 

1 Pajak Hotel 11.423.620.418,85 14.522.397.204,16 27,13% 

2 Pajak Restoran 5.320.503.571,82 6.675.522.008,57 25,47% 

3 Pajak Hiburan 2.035.377.677,33 3.553.667.031,10 74,59% 

4 Pajak Reklame 4.749.917.481,91 8.147.022.563,37 71,52% 

5 

Pajak Penerangan 

Jalan 25.705.707.427,00 26.921.123.335,00 4,73% 

6 Pajak PPBGGC  633.093.975,00 551.072.688,50 -12,96% 

7 Pajak Parkir 419.445.180,00 650.094.300,00 54,99% 

  Jumlah 50.287.665.732,00 61.020.899.131,00 21,34% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 33. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2009 

No 
Jenis Pajak 

Daerah 

Realisasi  

2008 2009 
Laju 

pertumbuhan 

1 Pajak Hotel 14.522.397.204,16 18.189.624.204,48 25,25% 

2 Pajak Restoran 6.675.522.008,57 7.628.940.657,53 14,28% 

3 Pajak Hiburan 3.553.667.031,10 3.637.358.441,16 2,36% 

4 Pajak Reklame 8.147.022.563,37 9.010.860.114,49 10,60% 

5 

Pajak Penerangan 

Jalan 26.921.123.335,00 31.190.111.489,00 15,86% 

6 Pajak PPBGGC  551.072.688,50 662.441.550,00 20,21% 

7 Pajak Parkir 650.094.300,00 725.394.650,00 11,58% 

  Jumlah 61.020.899.131,00 71.044.731.107,00 16,43% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 
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Tabel 34. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Pajak Daerah 2010 

No Jenis Pajak Daerah 

Realisasi  

2009 2010 
Laju 

pertumbuhan 

1 Pajak Hotel 18.189.624.204,48 22.473.840.945,14 23,55% 

2 Pajak Restoran 7.628.940.657,53 10.195.038.726,88 33,64% 

3 Pajak Hiburan 3.637.358.441,16 3.786.482.376,85 4,10% 

4 Pajak Reklame 9.010.860.114,49 9.066.604.451,65 0,62% 

5 

Pajak Penerangan 

Jalan 31.190.111.489,00 33.619.390.346,00 7,79% 

6 Pajak PPBGGC  662.441.550,00 699.977.655,00 5,67% 

7 Pajak Parkir 725.394.650,00 770.208.454,00 6,18% 

  Jumlah 71.044.731.107,00 80.611.542.956,00 13,47% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 
Tabel 35. Laju PertumbuhanPajak Daerah Tahun 2006-2010 
          Tahun 

 

Jenis Pajak 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

Rata-rata 

Pajak Hotel 0 17,02% 27,13% 25,25% 23,55% 23,24% 

Pajak Restoran 0 54,52% 25,47% 14,28% 33,64% 31,98% 

Pajak Hiburan 0 112,14% 74,59% 2,36% 4,10% 48,30% 

Pajak Reklame 0 6,62% 71,52% 10,60% 0,62% 22,34% 

Pajak Penerangan 

Jalan 

0 

37,82% 4,73% 15,86% 7,79% 16,55% 

Pajak PPBGGC  0 107,68% -12,96% 20,21% 5,67% 30,15% 

Pajak Parkir 0 4,10% 54,99% 11,58% 6,18% 19,21% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa: 

a. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hotel di Kabupaten 

Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 

23,24% yang berarti pajak hotel mengalami kenaikan dan dikatakan 

potensial. 

b. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 31,98% yang berarti pajak restoran mengalami kenaikan dan 

dikatakan potensial. 
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c. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak hiburan di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 48,30% yang berarti pajak hiburan mengalami kenaikan dan 

dikatakan potensial. 

d. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak reklame di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 22,34% yang berarti pajak reklame mengalami kenaikan dan 

dikatakan potensial. 

e. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak penerangan jalan di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 16,55% yang berarti pajak penerangan jalan mengalami 

kenaikan dan dikatakan potensial. 

f. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak pengambilan dan 

pengelolaan bahan galian golongan C di Kabupaten Sleman tahun 

2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 30,15% yang 

berarti pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 

mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. Namun di tahun 2008 

mengalami penurunan yang disebabkan karena material yang sangat 

minim. 

g. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan pajak parkir di Kabupaten 

Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 

19,21% yang berarti pajak parkir mengalami kenaikan dan dikatakan 

potensial. 
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2. Retribusi Daerah 

 

Keterangan : 

∆x: rasio pertumbuhan pajak daerah 

Xa :  jumlah jenis pajak daerah tahun tertentu 

X(t-1) : jumlah jenis pajak daerah tahun sebelumnya 

Contoh perhitungan laju pertumbuhan retribusi pelayanan kesehatan tahun 

2007 

 

 

Tabel 36. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2007 

No Jenis Retribusi Daerah 

Realisasi 

2006 2007 
Laju 

pertumbuhan 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 19.819.025.001 24.606.259.953 24,15% 

2 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 763.810.650 666.455.200 -12,75% 

3 Ret. Cetak KTP 768.237.500 918.738.000 19,59% 

4 Ret. Cetak akte capil 278.304.600 266.304.100 -4,31% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 207.423.000 446.850.500 115,43% 

6 Ret. Pasar 2.433.749.100 2.745.303.900 12,80% 

7 

Ret. Pengujian Kendaraan 

Motor 879.959.000 892.951.500 1,48% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 246.905.300 357.536.723 44,81% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 189.825.000 193.576.950 1,98% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 59.038.600 52.072.407 -11,80% 

11 

Ret. Jasa Tempat 

Rekreasi dan Olahraga 422.705.163 608.829.103 44,03% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 195.724.410 181.554.500 -7,24% 

13 

Ret. Izin Mendirikan 

Bangunan 2.630.792.764 1.263.606.708 -51,97% 

14 Ret. Izin Gangguan 591.125.000 664.325.000 12,38% 

15 Ret. Izin Trayek 7.610.000 7.930.000 4,20% 

16 

Ret. Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 3.602.494.979 3.296.450.564 -8,50% 

17 IUJK 45.250.000 23.600.000 -47,85% 

18 Izin Usaha Perdagangan 92.515.000 110.705.000 19,66% 

19 Tanda Daftar Industri 9.550.000 13.525.000 41,62% 
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Tabel 36. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2007 

(Lanjutan) 

No Jenis Retribusi Daerah 

Realisasi 

2006 2007 
Laju 

pertumbuhan 

20 Ret. Pelatihan BLK 59.996.000 59.976.000 -0,03% 

21 Ret. Tower 1.559.095.650 1.878.125.000 20,46% 

 

Jumlah 34.863.136.717 39.254.676.108 12,60% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
Tabel 37. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2008 

No Jenis Retribusi Daerah 

Realisasi 

2007 2008 
Laju 

Pertumbuhan 

1 

Ret. Pelayanan 

Kesehatan 24.606.259.953 29.866.288.254 21,38% 

2 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 666.455.200 667.660.500 0,18% 

3 Ret. Cetak KTP 918.738.000 1.047.439.000 14,01% 

4 Ret. Cetak akte capil 266.304.100 305.173.700 14,60% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 446.850.500 331.546.000 -25,80% 

6 Ret. Pasar 2.745.303.900 2.850.023.050 3,81% 

7 

Ret. Pengujian 

Kendaraan Motor 892.951.500 915.822.000 2,56% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 357.536.723 471.456.800 31,86% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 193.576.950 296.454.500 53,15% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 52.072.407 55.014.750 5,65% 

11 

Ret. Jasa Tempat 

Rekreasi dan Olahraga 608.829.103 643.775.190 5,74% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 181.554.500 183.352.050 0,99% 

13 

Ret. Izin Mendirikan 

Bangunan 1.263.606.708 3.955.793.076 213,06% 

14 Ret. Izin Gangguan 664.325.000 694.485.000 4,54% 

15 Ret. Izin Trayek 7.930.000 8.160.000 2,90% 

16 

Ret. Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 3.296.450.564 6.201.260.390 88,12% 

17 IUJK 23.600.000 18.662.500 -20,92% 

18 Izin Usaha Perdagangan 110.705.000 110.280.000 -0,38% 

19 Tanda Daftar Industri 13.525.000 11.375.000 -15,90% 

20 Ret. Pelatihan BLK 59.976.000 47.504.000 -20,79% 

21 Ret. Tower 1.878.125.000 3.251.250.000 73,11% 

  Jumlah 39.349.562.108 52.057.109.060 32,29% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
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Tabel 38. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2009 

No Jenis Retribusi Daerah 

Realisasi 

2008 2009 
Laju 

pertumbuhan 

1 

Ret. Pelayanan 

Kesehatan 29.866.288.254 28.208.534.184 -5,55% 

2 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 667.660.500 817.194.100 22,40% 

3 Ret. Cetak KTP 1.047.439.000 871455.500 -16,80% 

4 Ret. Cetak akte capil 305.173.700 438.840.700 43,80% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 331.546.000 338.838.500 2,20% 

6 Ret. Pasar 2.850.023.050 2.988.086.050 4,84% 

7 

Ret. Pengujian 

Kendaraan Motor 915.822.000 876.145.000 -4,33% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 471.456.800 889.509.800 88,67% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 296.454.500 269.590.300 -9,06% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 55.014.750 43.656.000 -20,65% 

11 

Ret. Jasa Tempat 

Rekreasi dan Olahraga 643.775.190 2.120.312.614 229,36% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 183.352.050 179.575.800 -2,06% 

13 

Ret. Izin Mendirikan 

Bangunan 3.955.793.076 5.193.581.535 31,29% 

14 Ret. Izin Gangguan 694.485.000 846.885.000 21,94% 

15 Ret. Izin Trayek 8.160.000 9.275.000 13,66% 

16 

Ret. Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 6.201.260.390 7.218.400.373 16,40% 

17 IUJK 18.662.500 49.900.000 167,38% 

18 Izin Usaha Perdagangan 110.280.000 119.345.000 8,22% 

19 Tanda Daftar Industri 11.375.000 12.625.000 10,99% 

20 Ret. Pelatihan BLK 47.504.000 43.344.000 -8,76% 

21 Ret. Tower 3.251.250.000 3.016.437.500 -7,22% 

  Jumlah 52.065.472.060 54.685.188.556 5,03% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
 

Tabel 39. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2010 

No Jenis Retribusi Daerah 

Realisasi 

2009 2010 
Laju 

pertumbuhan 

1 

Ret. Pelayanan 

Kesehatan 28.208.534.184 32.679.740.322 15,85% 

2 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 817.194.100 905.595.300 10,82% 

3 Ret. Cetak KTP 871.455.500 1.581.770.500 81,51% 

4 Ret. Cetak akte capil 438.840.700 382.303.000 -12,88% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 338.838.500 339.216.000 0,11% 

6 Ret. Pasar 2.988.086.050 3.272.564.550 9,52% 
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Tabel 39. Perhitungan Laju Pertumbuhan untuk Retribusi Daerah 2010 

(Lanjutan) 

No Jenis Retribusi Daerah 

Realisasi 

2009 2010 
Laju 

Pertumbuhan 

7 

Ret. Pengujian 

Kendaraan Motor 876.145.000 896.407.000 2,31% 

8 

Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 889.509.800 1.232.148.500 38,52% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 269.590.300 253.657.550 -5,91% 

10 

Ret. Jasa Usaha Rumah 

Potong Hewan 43.656.000 33.559.500 -23,13% 

11 

Ret. Jasa Tempat 

Rekreasi dan Olahraga 2.120.312.614 2.957.407.437 39,48% 

12 

Ret. Penjualan Produk 

Daerah 179.575.800 194.295.750 8,20% 

13 

Ret. Izin Mendirikan 

Bangunan 5.193.581.535 4.846.180.214 -6,69% 

14 Ret. Izin Gangguan 846.885.000 812.715.000 -4,03% 

15 Ret. Izin Trayek 9.275.000 9.635.000 3,88% 

16 

Ret. Izin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 7.218.400.373 7.601.982.568 5,31% 

17 IUJK 49.900.000 23.900.000 -52,10% 

18 Izin Usaha Perdagangan 119.345.000 140.830.000 18,00% 

19 Tanda Daftar Industri 12.625.000 11.150.000 -11,68% 

20 Ret. Pelatihan BLK 43.344.000 26.030.900 -39,94% 

21 Ret. Tower 3.016.437.500 1.681.250.000 -44,26% 

  Jumlah 54.676.094.556 59.746.932.391 9,27% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Tabel 40. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2006-2010 
            Tahun  

 

Retribusi 

Daerah 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Rata-rata 

Ret. Pelayanan 

Kesehatan 

 

0 24,15% 21,38% -5,55% 15,85% 13,96% 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 

 

0 -12,75% 0,18% 22,40% 10,82% 5,16% 

Ret. Cetak  

KTP 

 

0 19,59% 14,01% -16,80% 81,51% 24,58% 

Ret .Cetak  

Akte Capil 

 

0 -4,31% 14,60% 43,80% -12,88% 10,30% 

Ret. Parkir  

Jalan Umum 

 

0 115,43% -25,80% 2,20% 0,11% 22,99% 

Ret. Pasar 0 12,80% 3,81% 4,84% 9,52% 7,74% 

Ret. Pengujian 

Kendaraan Motor 

 

0 1,48% 2,56% -4,33% 2,31% 0,51% 

Ret. Jasa 

Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

 

 

0 44,81% 31,86% 88,67% 38,52% 50,97% 
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Tabel 40. Laju Pertumbuhan Retribusi Daerah Tahun 2006-2010 

(Lanjutan) 
            Tahun  

 

Retribusi 

Daerah 

 

2006 

 

2007 

 

2008 

 

2009 

 

2010 

 

Rata-rata 

Ret. Jasa Usaha 

Rumah Potong 

Hewan 

 

 

0 -11,80% 5,65% -20,65% -23,13% -12,48% 

Ret. Jasa Tempat 

Rekreasi dan 

Olahraga 

 

 

0 44,03% 5,74% 229,36% 39,48% 79,65% 

Ret. Penjualan 

Produk Daerah 

 

0 -7,24% 0,99% -2,06% 8,20% -0,03% 

Ret. Ijin 

Mendirikan 

Bangunan 

 

 

0 -51,97% 213,06% 31,29% -6,69% 46,42% 

Ret. Ijin 

Gangguan 

0 

12,38% 4,54% 21,94% -4,03% 8,71% 

Ret. Ijin Trayek 0 4,20% 2,90% 13,66% 3,88% 6,16% 

Ret. Ijin 

Peruntukan 

Penggunaan 

Tanah 

 

 

0 

-8,50% 88,12% 16,40% 5,31% 25,33% 

IUJK 0 -47,85% -20,92% 167,38% -52,10% 11,63% 

Ijin Usaha 

Perdagangan 

 

0 19,66% -0,38% 8,22% 18,00% 11,38% 

Tanda Daftar 

Industri 

 

0 41,62% -15,90% 10,99% -11,68% 6,26% 

Ret. Pelatihan 

BLK 

0 

-0,03% -20,79% -8,76% -39,94% -17,38% 

Ret. Tower 0 20,46% 73,11% -7,22% -44,26% 10,52% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan 

kesehatan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 13,96% yang berarti retribusi pelayanan 

kesehatan mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

b. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelayanan 

persampahan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 
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pertumbuhan positif sebesar 5,16% yang berarti retribusi pelayanan 

persampahanmengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

c. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi cetak KTP di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 24,58% yang berarti retribusi cetak KTP mengalami kenaikan 

dan dikatakan potensial. 

d. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi cetak akte capil 

di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan 

positif sebesar 10,30% yang berarti retribusi cetak akte capil 

mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

e. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi parkir jalan 

umum di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 22,99% yang berarti retribusi parkir jalan 

umummengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

f. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pasar di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 7,74% yang berarti retribusi pasar mengalami kenaikan dan 

dikatakan potensial. 

g. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pengujian 

kendaraan bermotor di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 

mengalami pertumbuhan positif sebesar 0,51% yang berarti retribusi 

pengujian kendaraan bermotormengalami kenaikan dan dikatakan 

potensial. 
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h. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa pemakaian 

kekayaan daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 50,97% yang berarti retribusi jasa 

pemakaian kekayaan daerah mengalami kenaikan dan dikatakan 

potensial. 

i. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha 

terminaldi Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 10,04% yang berartiretribusi jasa usaha 

terminalmengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

j. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha rumah 

potong hewan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar -12,48% yang berarti retribusi jasa usaha 

rumah potong hewan mengalami penurunan dan dikatakan tidak 

potensial. 

k. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi jasa usaha tempat 

rekreasi OR di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 79,65% yang berarti retribusi jasa usaha 

tempat rekreasi OR mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

l. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi penjualan produk 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan negatif sebesar -0,03% yang berarti retribusi penjualan 

produk daerahmengalami penurunan dan dikatakan tidak potensial. 
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m. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin mendirikan 

bangunan di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 46,42% yang berarti retribusi ijin 

mendirikan bangunanmengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

n. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin gangguan di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 8,71% yang berarti retribusi ijin gangguanmengalami kenaikan 

dan dikatakan potensial. 

o. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin trayek di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 6,16% yang berarti retribusi ijin trayekmengalami kenaikan 

dan dikatakan potensial. 

p. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi ijin peruntukan 

penggunaan tanah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 25,33% yang berarti ijin peruntukan 

penggunaan tanah mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

q. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan IUJK di Kabupaten 

Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif sebesar 

11,63% yang berarti IUJK mengalami kenaikan dan dikatakan 

potensial. 

r. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan ijin usaha perdagangan di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 
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sebesar 11,38% yang berarti ijin usaha perdagangan mengalami 

kenaikan dan dikatakan potensial. 

s. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan tanda daftar industri di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar 6,26% yang berarti tanda daftar industri  mengalami kenaikan 

dan dikatakan potensial. 

t. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi pelatihan BLK di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan negatif 

sebesar -17,38% yang berarti retribusi pelatihan BLK mengalami 

penurunan dan dikatakan tidak potensial. 

u. Rata-rata pertumbuhan realisasi penerimaan retribusi tower di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 mengalami pertumbuhan positif 

sebesar 10,52% yang berarti retribusi tower mengalami kenaikan dan 

dikatakan potensial. 

 

D. Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah 

Analisis ini digunakan untuk mengetahui kontribusi dari penerimaan 

jenis pajak dan retribusi daerah terhadap total pajak dan retribusi daerah. 

Dalam menghitung kontribusi jenis pajak dan retribusi daerah, peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005) 

dengan cara mengambil rata-rata dari tujuh pajak daerah dan mengambil rata-

rata dari dua puluh satu retribusi daerah sebagai tolok ukur. 

Apabila rata-rata jenis pajak daerah lebih kecil dari rata-rata seluruh 

pajak daerah maka dikategorikan tidak potensial, sedangkan apabila rata-rata 
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jenis pajak daerah lebih besar dari rata-rata seluruh pajak daerah maka 

dikategorikan potensial. Apabila rata-rata jenis retribusi daerah lebih kecil dari 

rata-rata seluruh retribusi daerah maka dikategorikan tidak potensial, 

sedangkan apabila jenis retribusi daerah lebih besar dari rata-rata seluruh 

retribusi daerah maka dikategorikan potensial. (Haning dan Radianto, 2005) 

Untuk mengetahui tingkat kontribusi menggunakan rumus: 

1. Pajak Daerah 

 

Keterangan :  

   X : Realisasi penerimaan jenis pajak daerah 

   Y : Realisasi penerimaan pajak daerah 

Contoh perhitungan kontribusi pajak hotel tahun 2006: 

 

 

 

Tabel 41. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap 

Total Pajak Daerah Tahun 2006 
No Jenis Pajak Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Pajak Hotel 9.761.983.321,60 25,70% 

2 Pajak Restoran 3.443.232.572,05 9,07% 

3 Pajak Hiburan 959.443.926,28 2,53% 

4 Pajak Reklame 4.454.870.681,39 11,73% 

5 Pajak Penerangan Jalan 18.652.038.103,00 49,11% 

6 Pajak PPBGGC  304.833.900,00 0,80% 

7 Pajak Parkir 402.910.870,00 1,06% 

 Jumlah 37.979.313.374,32 100,00% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 42. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap 

Total Pajak Daerah Tahun 2007 
No Jenis Pajak Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Pajak Hotel 11.423.620.418,85 22,72% 

2 Pajak Restoran 5.320.503.571,82 10,58% 

3 Pajak Hiburan 2.035.377.677,33 4,05% 
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Tabel 42. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap 

Total Pajak Daerah Tahun 2007 (Lanjutan) 
No Jenis Pajak Daerah Realisasi Kontribusi 

4 Pajak Reklame 4.749.917.481,91 9,45% 

5 Pajak Penerangan Jalan 25.705.707.427 51,12% 

6 Pajak PPBGGC  633.093.975 1,26% 

7 Pajak Parkir 419.445.180 0,83% 

 

Jumlah 50.287.665.732 100,00% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 43. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap 

Total Pajak Daerah Tahun 2008 
No Jenis Pajak Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Pajak Hotel 14.522.397.204,16 23,80% 

2 Pajak Restoran 6.675.522.008,57 10,94% 

3 Pajak Hiburan 3.553.667.031,10 5,82% 

4 Pajak Reklame 8.147.022.563,37 13,35% 

5 Pajak Penerangan Jalan 26.921.123.335,00 44,12% 

6 Pajak PPBGGC  551.072.688,50 0,90% 

7 Pajak Parkir 650.094.300,00 1,07% 

  Jumlah 61.020.899.131 100,00% 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 44. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap 

Total Pajak Daerah Tahun 2009 
No Jenis Pajak Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Pajak Hotel 18.189.624.204,48 25,60% 

2 Pajak Restoran 7.628.940.657,53 10,74% 

3 Pajak Hiburan 3.637.358.441,16 5,12% 

4 Pajak Reklame 9.010.860.114,49 12,68% 

5 Pajak Penerangan Jalan 31.190.111.489,00 43,90% 

6 Pajak PPBGGC  662.441.550,00 0,93% 

7 Pajak Parkir 725.394.650,00 1,02% 

  Jumlah 71.044.731.107 100,00% 

Keterangan :  

Pajak PPBGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 45. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap 

Total Pajak Daerah Tahun 2010 
No Jenis Pajak Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Pajak Hotel 22.473.840.945,14 27,88% 

2 Pajak Restoran 10.195.038.726,88 12,65% 

3 Pajak Hiburan 3.786.482.376,85 4,70% 

4 Pajak Reklame 9.066.604.451,65 11,25% 

5 Pajak Penerangan Jalan 33.619.390.346,00 41,71% 

6 Pajak PPBGGC  699.977.655,00 0,87% 

7 Pajak Parkir 770.208.454,00 0,96% 

  Jumlah 80.611.542.956 100,00% 

Keterangan :  
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Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Tabel 46. Tingkat Kontribusi Jenis Pajak Daerah terhadap Total Pajak 

Daerah Tahun 2006-2010 
          Tahun 

 

Jenis Pajak 

2006 2007 2008 2009 2010 
Rata-

rata 

Ketera-

ngan 

Pajak Hotel 25,70% 22,72% 23,80% 25,60% 27,88% 25,14% Potensial 

Pajak Restoran 9,07% 10,58% 10,94% 10,74% 12,65% 10,80% 

Tidak 

Potensial 

Pajak Hiburan 2,53% 4,05% 5,82% 5,12% 4,70% 4,44% 

Tidak 

Potensial 

Pajak Reklame 11,73% 9,45% 13,35% 12,68% 11,25% 11,69% 

Tidak 

Potensial 

Pajak 

Penerangan 

Jalan 49,11% 51,12% 44,12% 43,90% 41,71% 

 

45,99% Potensial 

Pajak PPBGGC  0,80% 1,26% 0,90% 0,93% 0,87% 0,95% 

Tidak 

Potensial 

Pajak Parkir 1,06% 0,83% 1,07% 1,02% 0,96% 0,99% 

Tidak 

Potensial 

Rata-rata 14,29%  

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa: 

a. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hotel terhadap total pajak daerah 

di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 25,14% melebihi rata-

rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa kontribusi pajak hotel 

dikategorikan potensial. 

b. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap total pajak 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 10,80% tidak 

melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak restoran 

dikategorikan tidak potensial. 

c. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak hiburan terhadap total pajak 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 4,44% tidak 

melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak hotel 

dikategorikan tidak potensial. 
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d. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap total pajak 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 11,69% tidak 

melebihi rata-rata sebesar 14,29%  yang berarti bahwa pajak reklame 

dikategorikan tidak potensial. 

e. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak penerangan jalan terhadap total 

pajak daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 45,99% 

melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak 

penerangan jalan dikategorikan potensial. 

f. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak pengambilan dan pengelolaan 

bahan galian golongan C terhadap total pajak daerah di Kabupaten 

Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,95% tidak melebihi rata-rata 

sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak pengambilan dan 

pengelolaan bahan galian golongan C dikategorikan tidak potensial. 

g. Rata-rata kontribusi penerimaan pajak parkir terhadaptotal pajak 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,99% tidak 

melebihi rata-rata sebesar 14,29% yang berarti bahwa pajak parkir 

dikategorikan potensial. 

2. Retribusi Daerah 

 

Keterangan :  

   X : Realisasi penerimaan jenis retribusi daerah 

   Y : Realisasi retribusi daerah  

Contoh perhitungan retribusi pelayanan kesehatan tahun 2006 
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Tabel 47. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2006 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 19.819.025.001 56,85% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 763.810.650 2,19% 

3 Ret. Cetak KTP 768.237.500 2,20% 

4 Ret. Cetak akte capil 278.304.600 0,80% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 207.423.000 0,59% 

6 Ret. Pasar 2.433.749.100 6,98% 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 879.959.000 2,52% 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 246.905.300 0,71% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 189.825.000 0,54% 

10 Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 59.038.600 0,17% 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 422.705.163 1,21% 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 195.724.410 0,56% 

13 Ret. Izin Mendirikan Bangunan 2.630.792.764,03 7,55% 

14 Ret. Izin Gangguan 591.125.000 1,70% 

15 Ret. Izin Trayek 7.610.000 0,02% 

16 Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 3.602.494.978,80 10,33% 

17 IUJK 45.250.000 0,13% 

18 Izin Usaha Perdagangan 92.515.000 0,27% 

19 Tanda Daftar Industri 9.550.000 0,03% 

20 Ret. Pelatihan BLK 59.996.000 0,17% 

21 Ret. Tower 1.559.095.650 4,47% 

 

Jumlah 34.863.136.717 100,00% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
 

Tabel 48. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2007 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 24.606.259.953 62,68% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 666.455.200 1,70% 

3 Ret. Cetak KTP 918.738.000 2,34% 

4 Ret. Cetak akte capil 266.304.100 0,68% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 446.850.500 1,14% 

6 Ret. Pasar 2.745.303.900 6,99% 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 892.951.500 2,27% 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 357.536.723 0,91% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 193.576.950 0,49% 

10 Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 52.072.407 0,13% 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 608.829.103 1,55% 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 181.554.500 0,46% 

13 Ret. Izin Mendirikan Bangunan 1.263.606.708 3,22% 

14 Ret. Izin Gangguan 664.325.000 1,69% 

15 Ret. Izin Trayek 7.930.000 0,02% 

16 Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 3.296.450.564 8,40% 

17 IUJK 23.600.000 0,06% 

18 Izin Usaha Perdagangan 110.705.000 0,28% 

19 Tanda Daftar Industri 13.525.000 0,03% 

20 Ret. Pelatihan BLK 59.976.000 0,15% 
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Tabel 48. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2007 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

21 Ret. Tower 1.878.125.000 4,78% 

  Jumlah 39.254.676.108 100,00% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 
Tabel 49. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2008 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 29.866.288.254 57,51% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 667.660.500 1,29% 

3 Ret. Cetak KTP 1.047.439.000 2,02% 

4 Ret. Cetak akte capil 305.173.700 0,59% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 331.546.000 0,64% 

6 Ret. Pasar 2.850.023.050 5,49% 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 915.822.000 1,76% 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 471.456.800 0,91% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 296.454.500 0,57% 

10 Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 55.014.750 0,11% 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 643.775.190 1,24% 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 183.352.050 0,35% 

13 Ret. Izin Mendirikan Bangunan 3.955.793.076 7,62% 

14 Ret. Izin Gangguan 694.485.000 1,34% 

15 Ret. Izin Trayek 8.160.000 0,02% 

16 Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 6.201.260.390 11,94% 

17 IUJK 18.662.500 0,04% 

18 Izin Usaha Perdagangan 110.280.000 0,21% 

19 Tanda Daftar Industri 11.375.000 0,02% 

20 Ret. Pelatihan BLK 47.504.000 0,09% 

21 Ret. Tower 3.251.250.000 6,26% 

 

Jumlah 51.932.775.760 100,00% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Tabel 50. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2009 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 28.208.534.183,80 51,71% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 817.194.100 1,50% 

3 Ret. Cetak KTP 871.455.500 1,60% 

4 Ret. Cetak akte capil 438.840.700 0,80% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 338.838.500 0,62% 

6 Ret. Pasar 2.988.086.050 5,48% 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 876.145.000 1,61% 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 889.509.800 1,63% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 269.590.300 0,49% 

10 Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 43.656.000 0,08% 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.120.312.614 3,89% 
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Tabel 50. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2009 (Lanjutan) 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 179.575.800 0,33% 

13 Ret. Izin Mendirikan Bangunan 5.193.581.534,65 9,52% 

14 Ret. Izin Gangguan 846.885.000 1,55% 

15 Ret. Izin Trayek 9.275.000 0,02% 

16 Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 7.218.400.373,45 13,23% 

17 IUJK 49.900.000 0,09% 

18 Izin Usaha Perdagangan 119.345.000 0,22% 

19 Tanda Daftar Industri 12.625.000 0,02% 

20 Ret. Pelatihan BLK 43.344.000 0,08% 

21 Ret. Tower 3.016.437.500 5,53% 

  Jumlah 54.551.531.956 100,00% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Tabel 51. Perhitungan Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap 

Total Retribusi Daerah Tahun 2010 
No Jenis Retribusi Daerah Realisasi Kontribusi 

1 Ret. Pelayanan Kesehatan 32.679.740.322 55,59% 

2 Ret. Pelayanan Persampahan 905.595.300 1,54% 

3 Ret. Cetak KTP 1.518.770.500 2,58% 

4 Ret. Cetak akte capil 382.303.000 0,65% 

5 Ret. Parkir Jalan Umum 339.216.000 0,58% 

6 Ret. Pasar 3.272.564.550 5,57% 

7 Ret. Pengujian Kendaraan Motor 896.407.000 1,52% 

8 Ret. Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah 1.232.148.500 2,10% 

9 Ret. Jasa Usaha Terminal 253.657.550 0,43% 

10 Ret. Jasa Usaha Rumah Potong Hewan 33.559.500 0,06% 

11 Ret. Jasa Tempat Rekreasi dan Olahraga 2.057.407.437 3,50% 

12 Ret. Penjualan Produk Daerah 194.295.750 0,33% 

13 Ret. Izin Mendirikan Bangunan 4.846.180.214 8,24% 

14 Ret. Izin Gangguan 812.715.000 1,38% 

15 Ret. Izin Trayek 9.635.000 0,02% 

16 Ret. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah 7.601.982.568 12,93% 

17 IUJK 23.900.000 0,04% 

18 Izin Usaha Perdagangan 140.830.000 0,24% 

19 Tanda Daftar Industri 11.150.000 0,02% 

20 Ret. Pelatihan BLK 26.030.900,00 0,04% 

21 Ret. Tower 1.681.250.000 2,86% 

  Jumlah  58.783.932.392 100,00% 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 
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Tabel 52. Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Retribusi 

Total Daerah Tahun 2006-2010 
            Tahun  

 

Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-

rata 

Ketera-

ngan 

Ret. Pelayanan 

Kesehatan 56,85% 62,68% 57,51% 51,71% 55,59% 

 

56,87% Potensial 

Ret. Pelayanan 

Persampahan 2,19% 1,70% 1,29% 1,50% 1,54% 

 

 1,64% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Cetak 

KTP 2,20% 2,34% 2,02% 1,60% 2,58% 2,15% 

Tidak 

Potensial 

Ret .Cetak 

Akte Capil 0,80% 0,68% 0,59% 0,80% 0,65% 

 

 0,70% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Parkir  

Jalan Umum 0,59% 1,14% 0,64% 0,62% 0,58% 

 

0,71% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Pasar 

 6,98% 6,99% 5,49% 5,48% 5,57% 

 

6,10% Potensial 

Ret. Pengujian 

Kendaraan 

Motor 2,52% 2,27% 1,76% 1,61% 1,52% 

 

1,94% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Jasa 

Pemakaian 

Kekayaan 

Daerah 0,71% 0,91% 0,91% 1,63% 2,10% 

 

 

1,25% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Jasa 

Usaha 

Terminal 0,54% 0,49% 0,57% 0,49% 0,43% 

 

0,50% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Jasa 

Usaha Rumah 

Potong Hewan 0,17% 0,13% 0,11% 0,08% 0,06% 

 

 

0,11% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Jasa 

Tempat 

Rekreasi dan 

Olahraga 1,21% 1,55% 1,24% 3,89% 3,50% 

 

 

2,28% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Penjualan 

Produk 

Daerah 0,56% 0,46% 0,35% 0,33% 0,33% 

 

0,41% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Ijin 

Mendirikan 

Bangunan 7,55% 3,22% 7,62% 9,52% 8,24% 

 

 

7,23% Potensial 

Ret. Ijin 

Gangguan 1,70% 1,69% 1,34% 1,55% 1,38% 1,53% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Ijin 

Trayek 0,022% 0,020% 0,016% 0,17% 0,16% 0,18% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Ijin 

Peruntukan 

Penggunaan 

Tanah 10,33% 8,40% 11,94% 13,23% 12,93% 

 

 

11,37% Potensial 

IUJK 0,13% 0,06% 0,04% 0,09% 0,04% 0,07% 

Tidak 

Potensial 

Ijin Usaha 

Perdagangan 0,27% 0,28% 0,21% 0,22% 0,24% 

 

0,244% 

Tidak 

Potensial 
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Tabel 52. Tingkat Kontribusi Jenis Retribusi Daerah terhadap Retribusi 

Total Daerah Tahun 2006-2010 (Lanjutan) 
            Tahun  

 

Retribusi 

Daerah 

2006 2007 2008 2009 2010 Rata-

rata 

Ketera-

ngan 

Ret. Pelatihan 

BLK 0,17% 0,15% 0,09% 0,08% 0,04% 

 

0,11% 

Tidak 

Potensial 

Ret. Tower 4,472% 4,784% 6,260% 5,530% 2,860% 4,781% Potensial 

Rata-rata 4,76%  

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pelayanan kesehatan 

terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 

sebesar 56,87% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi 

pelayanan kesehatan dikategorikan potensial. 

b. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pelayanan persampahan 

terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 

sebesar 1,64% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti 

retribusi pelayanan persampahan dikategorikan tidak potensial. 

c. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi cetak KTP terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 2,15% 

tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi cetak KTP 

dikategorikan tidak potensial. 

d. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi cetak akte capil terhadap 

total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 

0,70% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi 

cetak akte capil dikategorikan tidak potensial. 
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e. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi parkir jalan umum terhadap 

total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 

0,71% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi 

parkir jalan umum dikategorikan tidak potensial. 

f. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap total retribusi 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 6,10% melebihi 

rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pasar  dikategorikan 

potensial. 

g. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pengujian kendaraan 

bermotor terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 

2006-2010 sebesar 1,94% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang 

berarti retribusi pengujian kendaraan bermotor dikategorikan tidak 

potensial. 

h. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa pemakaian kekayaan 

daerah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 

2006-2010 sebesar 1,25% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang 

berarti retribusi jasa pemakaian kekayaan daerah dikategorikan tidak 

potensial. 

i. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha terminal terhadap 

total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 

0,50% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi jasa 

usaha terminal dikategorikan tidak potensial. 
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j. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha rumah potong 

hewan terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 

2006-2010 sebesar 0,11% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang 

berarti retribusi jasa usaha rumah potong hewan dikategorikan tidak 

potensial. 

k. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi jasa usaha tempat rekreasi 

OR terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-

2010 sebesar 2,28% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang 

berarti retribusi jasa usaha tempat rekreasi OR dikategorikan tidak 

potensial. 

l. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi penjualan produk daerah 

terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 

sebesar 0,41% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti 

retribusi penjualan produk daerah dikategorikan tidak potensial. 

m. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin mendirikan bangunan 

terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 

sebesar 7,23% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi 

ijin mendirikan bangunan dikategorikan potensial. 

n. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin gangguan terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 1,53% 

tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi ijin 

gangguan dikategorikan tidak potensial. 
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o. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin trayek terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 

0,018% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi 

ijin trayek dikategorikan tidak potensial. 

p. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi ijin peruntukan penggunaan 

tanah terhadap total retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-

2010 sebesar 11,37% melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti ijin 

peruntukan penggunaan tanah dikategorikan potensial. 

q. Rata-rata kontribusi penerimaan IUJK terhadap total retribusi daerah di 

Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,07% tidak melebihi 

rata-rata sebesar 4,76% yang berarti IUJK dikategorikan tidak 

potensial. 

r. Rata-rata kontribusi penerimaan ijin usaha perdagangan terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 

0,244% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti ijin usaha 

perdagangan dikategorikan tidak potensial. 

s. Rata-rata kontribusi penerimaan tanda daftar industri terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 

0,025% tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti tanda 

daftar industri dikategorikan tidak potensial. 

t. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi pelatihan BLK terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 0,11% 
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tidak melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi pelatihan 

BLK dikategorikan tidak potensial. 

u. Rata-rata kontribusi penerimaan retribusi tower terhadap total retribusi 

daerah di Kabupaten Sleman tahun 2006-2010 sebesar 4,781% 

melebihi rata-rata sebesar 4,76% yang berarti retribusi tower 

dikategorikan potensial. 

 

E. Analisis Matriks Potensi 

Analisis ini digunakan untuk menentukan apakah objek pajak dan 

retribusi daerah masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang dan 

terbelakang.  

Untuk menentukan apakah jenis pajak atau retribusi daerah tersebut 

masuk dalam kategori prima, potensial, berkembang atau terbelakang, peneliti 

mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Haning dan Radianto (2005). 

Dalam menentukan apakah objek pajak dan retribusi daerah masuk dalam 

kategori prima, potensial, berkembang dan terbelakang, kriteria yang 

digunakan sebagai berikut: (Haning dan Radianto, 2005). 

a. Prima, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya potensial. 

b. Potensial, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya potensial. 

c. Berkembang, jika tingkat pertumbuhan positif dan kontribusinya tidak 

potensial. 

d. Terbelakang, jika tingkat pertumbuhan negatif dan kontribusinya tidak 

potensial. 
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Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori prima  

berarti Pemerintah Daerah sudah baik dalam mengelola jenis pajak dan 

retribusi daerah tersebut dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman 

sehingga memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah serta tingkat pertumbuhannya semakin meningkat atau cenderung 

stabil. 

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori 

potensial berarti pajak dan retribusi daerah tersebut berpeluang menjadi 

anadalan Pemerintah Daerah karena memberikan kontribusi yang besar bagi 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah namun karena pengelolaan yang belum 

baik menyebabkan pertumbuhan tidak stabil. 

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori 

berkembang berarti tingkat pertumbuhan jenis pajak dan retribusi daerah 

tersebut semakin meningkat atau cenderung stabil namun karena bukan sektor 

andalan sehingga memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah  

Apabila jenis pajak dan retribusi daerah masuk dalam kategori 

terbelakang berarti pajak dan retribusi daerah tersebut tidak bisa dilaksanakan 

oleh Pemerintah Daerah, sehingga sebaiknya tidak dipungut karena bila dilihat 

dari segi nominalnya tidak memadai dan diperlukan perbaikan sedemikian 

rupa. 
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1. Pajak Daerah 

Tabel 53. Matriks Potensi Jenis Pajak Daerah  
No Jenis Pajak  

Daerah 

Koefisien 

Pertumbuhan 

(Gx) 

Koefisen 

Kontribusi  

(X/Y) 

Kriteria 

1 Pajak Hotel Positif Potensial Prima 

2 Pajak Restoran Positif Tidak Potensial Berkembang 

3 Pajak Hiburan Positif Tidak Potensial Berkembang 

4 Pajak Reklame Positif Tidak Potensial Berkembang 

5 Pajak Penerangan Jalan Positif Potensial Prima 

6 Pajak PPBGGC  Positif Tidak Potensial Berkembang 

7 Pajak Parkir Positif Tidak Potensial Berkembang 

Keterangan :  

Pajak PPBGGC : Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Pajak hotel dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah sudah 

mengelola pajak hotel dengan baik dan pajak hotel merupakan sektor 

andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar 

bagi Pajak Daerah. 

b. Pajak restoran dikategorikan berkembang yang berarti pajak restoran 

bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 

memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun 

tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

c. Pajak hiburan dikategorikan berkembang yang berarti pajak hiburan 

bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 

memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun 

tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

d. Pajak reklame dikategorikan berkembang yang berarti pajak reklame 

bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 
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memberikan kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun 

tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

e. Pajak penerangan jalan dikategorikan prima yang berarti Pemerintah 

Daerah sudah mengelola pajak penerangan jalan dengan baik dan pajak 

penerangan jalan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 

memberikan kontribusi yang besar bagi Pajak Daerah. 

f. Pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C 

dikategorikan berkembang yang berarti pajak pengambilan dan 

pengelolaan bahan galian golongan C bukan merupakan sektor andalan 

bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi 

Pajak Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

g. Pajak parkir dikategorikan berkembang yang berarti pajak parkir bukan 

merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan 

kontribusi yang sedikit bagi Pajak Daerah walaupun tingkat 

pertumbuhannya semakin meningkat. 

 

2. Retribusi Daerah 

Tabel 54. Matriks Potensi Jenis Retribusi Daerah  
No Jenis Pajak  

Daerah 

Koefisien 

Pertumbuhan 

(GX) 

Koefisen 

Kontribusi 

(Xi/X) 

Kriteria 

1 Ret. Pelayanan 

Kesehatan 

Positif Potensial  Prima 

2 Ret. Pelayanan 

Persampahan 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

3 Ret. Cetak KTP Positif Tidak Potensial Berkembang 

4 Ret .Cetak  

Akte Capil 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

5 Ret. Parkir  

Jalan Umum 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

6 Ret. Pasar 

 

Positif Potensial Prima 
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Tabel 54. Matriks Potensi Jenis Retribusi Daerah (Lanjutan) 
No Jenis Pajak  

Daerah 

Koefisien 

Pertumbuhan 

(GX) 

Koefisen 

Kontribusi (Xi/X) 

Kriteria 

8 Ret. Jasa Pemakaian 

Kekayaan Daerah 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

9 Ret. Jasa Usaha 

Terminal 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

10 Ret. Jasa Usaha 

Rumah Potong 

Hewan 

Negatif  Tidak Potensial Terbelakang 

11 Ret. Jasa Tempat 

Rekreasi dan 

Olahraga 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

12 Ret. Penjualan 

Produk Daerah 

Negatif Tidak Potensial Terbelakang 

13 Ret. Ijin Mendirikan 

Bangunan 

Positif Potensial Prima 

14 Ret. Ijin Gangguan Positif Tidak Potensial Berkembang 

15 Ret. Ijin Trayek Positif Tidak Potensial Berkembang 

16 Ret. Ijin Peruntukan 

Penggunaan Tanah 

Positif Potensial Prima 

17 IUJK Positif Tidak Potensial Berkembang 

18 Ijin Usaha 

Perdagangan 

Positif Tidak Potensial Berkembang 

19 Tanda Daftar Industri Positif Tidak Potensial Berkembang 

20 Ret. Pelatihan BLK Negatif  Tidak Potensial Terbelakang 

21 Ret. Tower Positif Tidak Potensial Berkembang 

Keterangan: 

Ret. = Retribusi 

IUJK = Ijin Usaha Jasa Konstruksi 

 

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa : 

a. Retribusi pelayanan kesehatan dikategorikan prima yang berarti 

Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi pelayanan kesehatan 

dengan baik dan retribusi pelayanan kesehatan merupakan sektor 

andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar 

bagi Retribusi Daerah. 

b. Retribusi pelayanan persampahan dikategorikan berkembang yang 

berarti retribusi pelayanan persampahan bukan merupakan sektor 

andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang 
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sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya 

semakin meningkat. 

c. Retribusi cetak KTP dikategorikan berkembang yang berarti retribusi 

cetak KTP bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman 

karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah 

walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

d. Retribusi cetak akte capil dikategorikan berkembang yang berarti 

retribusi cetak akte capil bukan merupakan sektor andalan bagi daerah 

Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi 

Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

e. Retribusi parkir jalan umum dikategorikan berkembang yang berarti 

retribusi parkir jalan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah 

Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi 

Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

f. Retribusi pasar dikategorikan prima yang berarti Pemerintah Daerah 

sudah mengelola retribusi pasar dengan baik dan retribusi pasar 

merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan 

kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah. 

g. Retribusi pengujian kendaraan motor dikategorikan berkembang yang 

berarti retribusi pengujian kendaraan motor bukan merupakan sektor 

andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang 

sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya 

semakin meningkat. 
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h. Retribusi jasa pemakaian daerah dikategorikan berkembang yang 

berarti retribusi jasa pemakaian daerah bukan merupakan sektor 

andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang 

sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya 

semakin meningkat. 

i. Retribusi jasa usaha terminal dikategorikan berkembang yang berarti 

retribusi jasa usaha terminal bukan merupakan sektor andalan bagi 

daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi 

Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin 

meningkat. 

j. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan dikategorikan terbelakang 

yang berarti retribusi jasa usaha rumah potong hewan tidak bisa 

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan sebaiknya tidak dipungut. 

k. Retribusi jasa tempat rekreasi OR dikategorikan berkembang yang 

berarti retribusi jasa tempat rekreasi OR bukan merupakan sektor 

andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang 

sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya 

semakin meningkat. 

l. Retribusi penjualan produk daerah dikategorikan terbelakang yang 

berarti retribusi penjualan produk daerah tidak bisa dilaksanakan oleh 

Pemerintah Daerah dan sebaiknya tidak dipungut. 

m. Retribusi ijin mendirikan bangunan dikategorikan prima yang berarti 

Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi ijin mendirikan 
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bangunan dengan baik dan retribusi ijin mendirikan bangunan 

merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan 

kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah. 

n. Retribusi ijin gangguan dikategorikan berkembang yang berarti 

Retribusi ijin gangguan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah 

Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi 

Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

o. Retribusi ijin trayek dikategorikan berkembang yang berarti retribusi 

ijin trayek bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 

memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun 

tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

p. Retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dikategorikan prima yang 

berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola retribusi ijin peruntukan 

penggunaan tanah dengan baik dan retribusi ijin peruntukan 

penggunaan tanah merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman 

karena memberikan kontribusi yang besar bagi Retribusi Daerah 

q. IUJK dikategorikan berkembang yang berarti IUJK bukan merupakan 

sektor andalan bagi daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang 

sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya 

semakin meningkat. 

r. Ijin usaha perdagangan dikategorikan berkembang yang berarti Ijin 

usaha perdagangan bukan merupakan sektor andalan bagi daerah 
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Sleman karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi 

Daerah walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

s. Tanda daftar industri dikategorikan berkembang yang berarti Tanda 

daftar industri bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman 

karena memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah 

walaupun tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 

t. Retribusi pelatihan BLK dikategorikan terbelakang yang berarti 

retribusi pelatihan BLK tidak bisa dilaksanakan oleh Pemerintah 

Daerah dan sebaiknya tidak dipungut. 

u. Retribusi tower dikategorikan berkembang yang berarti retribusi tower 

bukan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 

memberikan kontribusi yang sedikit bagi Retribusi Daerah walaupun 

tingkat pertumbuhannya semakin meningkat. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis potensi jenis pajak dan jenis retribusi 

daerah, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Efektivitas 

Tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis pajak 

daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 

2010 rata-rata efektivitasnya melebihi 100%, ini berarti  Pemerintah 

Daerah mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan.   

Tingkat efektivitas penerimaan masing-masing jenis retribusi daerah 

di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 rata-

rata efektivitasnya melebihi 100%, ini berarti Pemerintah Daerah  

mampu memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Namun  ada 

beberapa dari jenis retribusi daerah yang tidak mampu dipenuhi oleh 

Pemerintah Daerah, yaitu retribusi pelayanan kesehatan, retribusi jasa 

usaha rumah potong hewan, dan retribusi penjualan produk daerah, 

retribusi pelatihan BLK. 

2. Laju Pertumbuhan 

Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis pajak daerah di 

Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 

mengalami pertumbuhan positif, ini berarti semua jenis pajak daerah 

mengalami kenaikan dan dapat dikatakan potensial. 
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Tingkat pertumbuhan masing-masing jenis retribusi daerah di 

Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 

mengalami tingkat pertumbuhan positif, ini berarti masing-masing 

jenis retribusi daerah mengalami kenaikan dan dikatakan potensial. 

Namun ada beberapa dari jenis retibusi daerah yang mengalami 

tingkat pertumbuhan negatif dan dikatakan tidak potensial, yaitu 

retribusi jasa usaha rumah potong hewan, retribusi penjualan produk 

daerah, dan retribusi pelatihan BLK 

3. Kontribusi 

Tingkat kontribusi masing-masing jenis pajak daerah 

terhadap total pajak daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 

sampai dengan tahun 2010 dikategorikan tidak potensial. Hanya 

terdapat dua jenis pajak daerah yang dikategorikan potensial, yaitu 

pajak hotel dan pajak penerangan jalan. 

Tingkat kontribusi masing-masing jenis retribusi daerah terhadap total 

retribusi daerah di Kabupaten Sleman dari tahun 2006 sampai dengan 

tahun 2010 dikategorikan tidak potensial. Hanya terdapat empat jenis 

retribusi daerah yang dikategorikan potensial, yaitu retribusi 

pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan 

bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah. 

4. Matriks Potensi 

Dilihat dari matrik potensi, jenis pajak daerah yang 

dikategorikan prima adalah pajak hotel dan pajak penerangan jalan, ini 

PLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJIPLAGIAT MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI



96 

 

 

 

berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola pajak hotel dan pajak 

penerangan jalan dengan baik dan merupakan sektor andalan bagi 

daerah Sleman karena memberikan kontribusi yang besar bagi total 

pajak daerah. 

Dilihat dari matrik potensi, jenis retribusi daerah yang 

dikategorikan prima adalah retribusi pelayanan kesehatan, retribusi 

pasar, retribusi ijin mendirikan bangunan, dan retribusi ijin peruntukan 

penggunaan tanah., ini berarti Pemerintah Daerah sudah mengelola 

retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pasar, retribusi ijin mendirikan 

bangunan, dan retribusi ijin peruntukan penggunaan tanah dengan 

baik dan merupakan sektor andalan bagi daerah Sleman karena 

memberikan kontribusi yang besar bagi total retribusi daerah. 

 

B. Keterbatasan penelitian 

Dalam melakukan penelitian tentang analisis potensi jenis pajak 

dan jenis retribusi daerah terdapat beberapa keterbatasan. Keterbatasan 

penelitian tersebut adalah sudah ada Undang-Undang Republik Indonesia 

yang terbaru yang mulai diterapkan tahun 2011, yaitu Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009. Peneliti masih menggunakan 

Undang-Undang yang lama yaitu Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 34 Tahun 2000 karena peneliti masih menggunakan data penelitian 

dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2010. 
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C. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, peneliti 

memberikan beberapa saran, sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti selanjutnya 

Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan Undang-Undang 

Republik Indonesia yang terbaru agar hasil penelitian lebih relevan, 

yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009. 

2. Bagi Pemerintah Daerah 

a. Bagi pajak dan retribusi daerah yang sudah berkategorikan prima 

bisa dipertahankan, perhatian Pemerintah Daerah ditujukan 

kepada pajak dan retribusi daerah yang berkategorikan potensial 

dan berkembang agar jenis pajak dan retribusi daerah dapat 

memberikan kontribusi yang besar bagi total pajak dan retribusi 

daerah. 

b. Pemerintah daerah diharapkan mengembangkan potensi jenis 

pajak dan retribusi daerah yang ada pada daerah Sleman sehingga 

jenis pajak dan retribusi daerah tersebut dapat meningkat setiap 

tahunnya, dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak 

dan retribusi daerah serta  menjadi sektor unggulan dalam 

pemasukan pajak dan retribusi daerah. 
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DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

1. Bagaimana cara penagihan pajak dan retribusi daerah? 

2. Bagaimana cara meningkatkan pendapatan/pemasukan dari pajak dan 

retribusi daerah? 

3. Dari pos pajak dan retribusi daerah, item mana yang menjadi unggulan dalam 

memperoleh pendapatan di Kabupaten Sleman? 

4. Faktor apa saja yang menyebabkan tidak tercapainya jumlah target 

penerimaan pajak dan retribusi daerah? 

5. Bagaimana cara melihat potensi pajak dan retribusi daerah di Sleman? 

6. Sanksi apa yang diberikan kepada wajib pajak “yang bandel” jika tidak 

memenuhi kewajibannya (membayar pajak)? 

7. Apakah ada rasio untuk mengukur efektivitas pajak dan retribusi daerah di 

Sleman? 
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